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PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan

perubahan seperlunya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama
NIM
Prodi
Judul

. Mutiara Ganesya Hendri

: 11743201241

: llmu Komunikasi

: IMPLEMENTASI GOVERNMENT RELATIONS

KEJAKSAAN TINGGI RIAU DALAM
MENSOSIALISASIKAN PROGRAM JAGA PESA

Kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa riset skripsi diatas

sudah dapat diajukan pada Ujian Skripsi/Munaqasyah Fakultas Dakwah dan [Imu

Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil dalam

siding Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri

Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

banyak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
Pembimbing

NIP. 49710122 200701 1016

Mengetahui,
Ketua Jurusan I[jmu Komunikasi
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PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Mutiara Ganesya Hendri
NIM : 11743201241
Judul : Implementasi Government Public Relations Kejaksaan Tinggi Riau

Dalam Mensosialisasikan Program Jaga Desa

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Senin
Tanggal : 19 Desember 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
S.lkom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

o+ Pekanbaru, 04 Januari 2023

Tim Penguji
Sekretaris/ Penguiji II,

tua/ Penguji I,
7
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NIP. 19940213201903 2 015

Pengyji IV,

Dr. Muhafmimad Badri, M. Si
NIP. 19810313 201101 1 004

NIP/19710122 200701 1016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
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PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan
bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Mutiara Ganesya Hendri

NIM 11743201241

Judul : IMPLEMENTASI GOVERNMENT RELATIONS KEJAKSAAN
TINGGI RIAU DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM JAGA

DESA
Telah Diseminarkan Pada:
Hari  :Kamis

Tanggal : 17 Maret 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar
sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 8 April 2022
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I, Penguji I,
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Rusyda Fauzana, M.Si
NIP. 19840504201903 2 011
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Lampiran Surat:
Nomor  :Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mutiara Ganesya Hendri
NIM 1 11743201241

Tempat/ Tgl. Lahir

: Pekanbaru, 10 Januari 1999

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Prodi . S1 Ilmu Komunikasi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya IImiah lainnya* : Implementasi Government

Public Relations Kejaksaan Tinggi Riau Dalam Mensosialisasikan Program

Jaga Desa

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1.

Penulisan  Disertasi/Fhesis/Skripsi/Karya—Hmish—lainaya*  dengan judul
sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya

sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Fhesis/Skripsi/Karya—tHmiah lainnya* saya ini, saya
sampaikan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan
Disertasi/Fhesis/Skripsi/(Karya—Hmiah—lainnya*) saya tersebut, maka saya

bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan

tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Januari 2023
Yang membuat pernyataan

| gig

% "

; METE
TEMP

AKX248556347

MUTIARA GANESYA HENDRI
NIM. 11743201241~

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis
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Pekanbaru, 04 Desember 2022

No. : Nota Dinas
Lampiran - 1 (satu) Eksemplar
Hal - Pengajuan Sidang Sarjana
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
di-

Tempat.

Assalamua’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan
sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:
Nama . Mutiara Ganesya Hendri !
NIM 11743201241
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI GOVERNMENT RELATIONS
KEJAKSAAN TINGGI RIAU DALAM
MENSOSIALISASIKAN PROGRAM JAGA DESA

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk
dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk
mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.1.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat
dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munagasyah Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak,
diucapkan terima kasih.

Wassalamua’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Pembimbing,
o

NIP. 19710122 200701 1016

Mengetahui :
Ketua Prodi [lmy Komunikasi,

Dr. Muhamymad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 201101 1 004
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: Mutiara Ganesya Hendri

: llmu Komunikasi
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: Implementasi Government Public Relations Kejaksaan Tinggi
Riau dalam Mensosialisasikan Program Jaga Desa
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@rganisasi atau perusahaan harus menjalin hubungan yang baik dengan
gk?ﬁkutﬁ dan legislatif dalam mensosialisasikan program jaga desa guna untuk
ﬁ\énpemleh pemahaman dan dukungan publik terhadap program dan kebijakan
Bemerirffah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang
fnplemantasi Government Public Relations Kejaksaan Tinggi Riau Dalam
Mensosiglisasikan Program Jaga Desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini
‘&dalah pelaksanaan program government public relations. Metode yang digunakan
galam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yakni dengan teknik
pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil
genelitian, untuk penemuan fakta/pembuktian kebenaran Kejati Riau melakukan
Wonitoring dari lapdumas di PTSP Online (website), atau datang langsung,
gelepon, wa center, email, faksimile. Pembuktian kebenarannya saat dilakukan
@osialisasi program jaga desa di Kejati Riau dengan pemaparan materi sesuai
gengan tema. Kejati Riau membangun Kkoalisi dengan Pemerintah Daerah
setempat dan mendistribusikan dengan Kejaksaan Negeri setempat untuk
melakukan sosialisasi program jaga desa. Kejati Riau melakukan lobi secara
&ngsung melibatkan staf pemerintahan untuk mendukung program dan agar
grogram_lebih dapat dipahami. Sedangkan lobi secara tidak langsung yakni
&enghupungi staf pemerintahan untuk membicarakan program. Pada tahap
egiata® langsung ke komunitas (akar rumput) Kejati Riau melakukan komunikasi
ﬁngsuni dengan masyarakat melalui panggilan telepon, SMS, email. Alat
komunikasi massanya seperti TV dan radio.

o1

3
o
Kata K@nci : Implementasi, Government Public Relations, Sosialisasi

u
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ABSTRACT
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§Ia§ne 2 . Mutiara Ganesya Hendri

S92 Ie .. .

@e?art@ent : Communication Sciences

acE =

§iée ; : Implementation of Government Public Relations Riau high

o g = prosecutor’'s office in disseminating the village guard

fg 2 = Program

S S =

Z & Phe organization or company must establish a good relationship with the

ExBcutive and the legislative in socializing the jaga desa program in order to gain

ﬁu lic fnderstanding and support for government programs and policies. The

purposezof this study is to find out about the implementation of Government
%ublic Relations Riau High Court in socializing the Jaga Desa Program. The

eory gsed in this study is the implementation of government public relations
gfogran‘ﬁ The method used in this study is a qualitative descriptive method with
gbservation data collection techniquJes, interviews and documentation. Based on
fhe results of the study, for the discovery of facts / proof of truth Kejati Riau
Fhonitoring of lapdumas in PTSP Online (website), or come directly, telephone,
@a center, email, fax. The proof of the truth is when the socialization of the jaga
desa program in the Riau Attorney General with the presentation of the material in
gccordance with the theme. Riau Attorney General builds a coalition with the
Eocal Government and distributes with the local district attorney to socialize the

ga desa program. Kejati Riau lobbied directly involving government staff to
- 8upport the program and to make the program more understandable. Meanwhile,
ﬂwe lobby indirectly contacted government staff to discuss the program. At the
age ofactivities directly to the community (grassroots) Kejati Riau do direct

R

Eommumcatlon with the community through phone calls, SMS, email. Mass
§ommumcat|on devices such as TV and radio.
geywoFds Implementation, Government Public Relations, Socialization

neny wisey JireAg uejpng jo A;}Sla/\}un
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KATA PENGANTAR

19 3EBH ©

lhamdulillahirabbil’alamin, tiada kata yang terindah yang patut penulis
Q

kamsselain kata syukur kehadirat Allah SWT . yang mana telah memberikan

diynbusw Buese|iq ‘|
ufgﬁunPU!I!G eydi) yeH

C

at lan karunianya kepada penulis berupa kesehatan dan kesempatan,

ngga: penulis diberikan kemampuan dan kekuatan untuk membangun hidup

pu‘ﬁ-ﬁtgr

h ngrah dengan tetap berada dalam hidayah-Nya. Terutama dalam
enyel@}aikan skripsi ini yang berjudul “IMPLEMENTASI GOVERNMENT
UBLI% RELATIONS KEJAKSAAN TINGGI RIAU DALAM
ENS@SIALISASIKAN PROGRAM JAGA DESA”.

Sebagai salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu

m|os Feje ggelﬁggas
e

|n§Mem yn

1ul S|

@1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan
§yarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang
Eblah berjuang merubah peradaban dunia dari kegelapan menjadi lebih baik lagi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit sumbangan dan jasa yang
enulis terima dari berbagai pihak yang sangat membantu dalam proses

UDUepzes W)U

enyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin
%enyatg?an dengan penuh rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-
Eesarnygkepada :

1. grof. Dr. Khairunnas, M.Ag. menjabat sebagai Rektor Universitas Islam

:Jlaquins ue

I-S‘:regeri Sultan Syarif Kasim Riau. Wakil Rektorat 1,11 dan Ill, serta seluruh
g_ivitas Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. @r. Imron Rosidi, S.Pd, M.A. menjabat Dekan Fakultas Dakwah dan
E‘omunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Br. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, S.Ag, M.Si dan Dr. H. Arwan,
Pﬁl.Ag sebagai Wakil Dekan 1,11, dan 111 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
aniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. “gr. Muhammad Badri, M.Si menjabat sebagai Ketua Prodi Illmu
iomunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau.
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10.

11.

. Artis, S.Ag., M.I.LKom menjabat sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi

%kultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau.

gantos, S.IP., M.Si, selaku Dosen Pembimbing. Teruntuk bapak beribu
terimakasih rasanya tidak cukup penulis ucapkan atas segala yang telah
gapak beri kepada saya. Waktu dan ilmu serta tak kenal lelah dalam
@emberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini.

é’ewi Sukartik, M.Sc selaku Penasehat Akademik. Terimakasih atas
%mbingan yang telah diberikan.

8eluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
ﬁegeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu
persatu. Terimakasih atas ilmu yang berharga yang telah bapak dan ibu
ajarkan kepada saya, semoga dapat menjadi bekal untuk saya dalam
menjalani kehidupan.

Karyawan/l Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan
kemudahan dalam administrasi.

Teristimewa untuk kedua orangtua penulis yang tercinta yaitu Mama
&Iarlinda Diharmi dan Papa John Hendri Syam yang telah
Elembesarkan, memberikan kasih sayangnya dari penulis kecil hingga bisa
%enjadi seperti sekarang ini. Penulis sangat berterimakasih karena begitu
@nyak perjuangan dan dukungan baik secara moril maupun materil, tak
Eernah lelah memberikan kekuatan do’a, dan tak akan pernah mampu
éénulis untuk membalas semuanya. Abang dan adek tersayang yaitu
Rurnia Setiawan Hendri, Muhamad Ikhsan Hendri yang memberi
éf:ukungan maupun do’a terbaik selama ini.

Ii()epada seluruh keluarga besar yang sangat penulis sayangi yang tidak bisa
Eenulis sebutkan satu persatu yang menjadi penyemangat penulis dalam
@enyelesaikan skripsi ini dan selalu memberi dukungan kepada penulis,

§gmoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT.
=
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12. Sahabat penulis Verita Wanda Safira, teman seperjuangan yang sangat
nulis sayangi Ciwi-ciwi, Secawan Madu, teman-teman KKN Kelurahan
Maharatu, teman kelas B Com, PR E, PR C yang tidak dapat disebut satu

H&

gersatu Terimakasih atas dukungan dan motivasinya.

13. Rekan kerja Rumah Sakit Madani Pekanbaru. Terimakasih atas

g_u kungannya kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

214. ’1—"' rimakasih kepada Kejaksaan Tinggi Riau terutama Bapak Ali Rahim,
§H., M.H, Ibu Deby Arlindi, Bapak Syahrial, S.H, Ibu Desmirza Hanum,

S?H, dan Ibu Sumitya, S.H selaku informan penelitian yang telah bersedia

Buepun- Suepun 1Bunpuijq eydio jeH

%eluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait penyusunan
gkripsi ini.

15. QI;)ast but not least, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me
for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i
wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for just being me all
time.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat

ekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan

adanya masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

gemua ¥nasukan akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi

A

N

V)
éimasa yang akan datang. Akhir kata sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat

Ehembeﬁ-manfaat kepada pembacanya, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

:Jlaquins

Pekanbaru, 19 Desember 2022
Penulis

MUTIARA GANESYA HENDRI
NIM. 11743201241
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.clatar Belakang Masalah
g* E. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan
?seha}i-harinya, manusia perlu berinteraksi. Dengan sesama sebagai aplikasi
-l =

:Jaquins ueyingaAusw uep ueswnjuedsusw edue) 1ul sin) eA1ey yninjes neje uelbeqes dynbuswBuele|q |

gdari;@roses sosial tersebut. Untuk melaksanakan interaksi tersebut, manusia

gdidlgung dengan proses komunikasi. Proses ini harus berlangsung dengan

0

@caranyang tepat sehingga proses interaksi diantara manusia dapat terus
berjélan.

; Secara singkat, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian
pesai’i dari satu orang kepada orang lain yang dituju dengan menggunakan
media tertentu. Media ini harus dimengerti oleh kedua belah pihak. Pada
umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan media berupa kata-
kata (verbal). Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti,
komunikasi dapat digunakan dengan menggunakan gerak gerik badan, seperti:
tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu dan lain sebagainya.

Apabila terjadi salah pengertian atau interpretasi mengenai isi pesan
yang, disampaikan, maka dapat dikatakan dengan komunikasi yang tidak
efek%if. Dalam proses komunikasi, adanya proses dan kesamaan makna atau
per%psi menjadi sangat penting. Sama halnya dengan hubungan antar
maﬂi&sia, komunikasi didalam suatu organisasi atau lembaga juga sangat
pen@c_*\g. Sebagai sebuah lembaga, kegiatan operasional sebuah lembaga
Ke@(saan dapat berjalan dengan baik dan sangat didukung oleh adanya proses
kond@nikasi yang baik. Ketidaktepatan melakukan komunikasi dalam sebuah
Iemé@ga dapat berakibat kontra-produktif pada kegiatan operasional sehari-
hari;TUntuk itu komunikasi yang baik atau efektif perlu dibangun sedemikian
rupa;f

= Komunikasi didalam lembaga tidak hanya dilakukan antara individu
(int%%ersonal) saja. Tetapi, komunikasi juga terjadi antara ruang lingkup yang

w»
lebi" luas (organisasi). Secara definisi, komunikasi merupakan proses

nery
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pengiriman dan penerimaan berbagai pesan didalam kelompok formal maupun

ey

nfo%al dari suatu kelompok maupun organisasi.!
% Government public relations merupakan program prioritas untuk

erﬁastlkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan

puéa eydin

berpart|5|pa5| didalamnya. Implementasi ini dilaksanakan sesuai dengan

1Bun

nstFuktur presiden nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi

-Buepup

publ*k Basis kerja government public relations adalah pengelolaan informasi

epun

anikomunlka5| yang berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman dan

Bu

dukéﬁhgan publik terhadap program dan kebijakan pemerintah.

:’j Government relations memiliki posisi yang sangat penting bagi
peruSahaan yang hubungannya erat dengan pemerintah. Arti penting
govgrnment relations adalah menciptakan sinergitas antara berbagai kebijakan
antara pemerintah dengan perusahaan.

Berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah merupakan salah satu
bentuk kebijakan publik dan tentu saja diharapkan kebijakan publik itu tidak
akan merugikan perusahaan atau organisasi secara keseluruhan. Banyak saat
ini organisasi petugas yang khusus menangani hubungan dengan pemerintah
yang berkerja pada unit yang disebut dengan government relations. Perlu
keteylibatan dalam hal terkait regulasi, bahwa perwakilan bisnis harus turut

V)
dalam penyusunan peraturan dan mengambil bagian dalam penentuan iklim

poliﬁk.

ST

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk
Iebi@berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan
umufgn, penegak hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan
nepé'isme. Selanjutnya sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan
kekéasaan negara dibidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut
diIaEE:sanakan secara merdeka. Jaksa Agung bertanggung jawab atas
pen%;tutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan

hukﬁm dan hati nurani. Dengan demikian, Jaksa Agung selaku pemimpin

Arni, Muhammad. 2005. Komunikasi Organisasi. Jakarta : PT. Bumi Aksara

nery 151>'rse>1 Jux
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Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan
eb%kan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.?

e3di0 SjeH

% Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau tengah melakukan sosialisasi Program
g—".]aga’-’.Desa Program ini bertujuan untuk melakukan pengawalan terhadap
Q.

§pendlstr|bu3|an dan pemanfaatan dana desa. Program Jaga Desa merupakan

Shasé kerjasama antara Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa,

uep

mpem’ﬁangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam rangka penyaluran

un:

2dan jpemanfaatan dana desa yang berdasarkan atas kebijakan dari pemerintah

pUSéf3

Q’j Program Jaga Desa sudah ada sejak tahun 2018 setelah adanya Nota

Bue

Kesépahaman dan Perjanjian kerjasama antara Jaksa Agung RI dengan
Mer&eri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di
Jakarta pada tanggal 15 Maret 2018.* Sehingga dalam menindaklanjuti Nota
Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama tersebut Kejaksaan mengemas dalam
bentuk sebuah program yakni Jaga Desa. Di Kejaksaan Tinggi Riau Program
Jaga Desa pertama kali digelontorkan pada tahun 2020.

Kewenangan Kejaksaan dalam mengawal pendistribusian dan
pemanfaatan dana desa mengacu kepada UU Nomor 16 tahun 2004 tentang
Kejaksaan RI, khususnya pasal 30 ayat 3 huruf b UU No. 16 tahun 2004
tentg:ng Kejaksaan RI dan alinea ke 7 penjelasan UU No. 16 tahun 2004
tentgng Kejaksaan RI.

- Lalu mengacu juga pada pasal 7 huruf d UU No. 17 tahun 2011
tent%_ﬁg Intelijen Republik Indonesia dan MoU antara Menteri PDTT RI
dengfan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 122/M/DPDTT/KB/111/2018
danéNomor : KEP-051/A/JA/03/2018 tanggal 15 Maret 2018. Selain itu,
men%acu juga pada peraturan terkait dengan dana desa yakni UU Nomor 6
tahuEEDL 2014 tentang desa, PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Jrua

Ag ue)

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Republik#donesia, loc.cit. Diakses pada tanggal 7 April 2020

“Rttps://riau.harianhaluan.com/2020/01/20/kejati-riau-sosialisasi-program-jaga-desa/amp/.

Diakses p%da tanggal 7 April 2020

Epjl kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1494. Diakses pada tanggal 7 April 2020

nery
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bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Regulasi
éerkgt lainnya, mengacu pada Perpres No. 43 tahun 2014 tentang Rencana
(2]
g.Ker@ Pemerintahan tahun 2015, Perpres No. 60 tahun 2015 tentang Rencana
:Ekerjg.Pemerintahan tahun 2016, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang

5
EPenE:elolaan Keuangan Desa dan SKB 3 Menteri yakni Kementerian
§Keu§ngan, Kementerian Dalam Negeri dan Kemendes PDTT.

%c i Adapun tujuan pelaksanaan program jaga desa adalah untuk
gmelﬂwkan pengawalan terhadap pendistribusian dan pemanfaatan dana desa.
@

Pro&am ini berbeda dengan pengamanan dan pembangunan dana daerah.
Mel%ui Program Jaga Desa ini, pihak Kejaksaan berupaya untuk
meminimalisir adanya kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dalam
penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan hasil evaluasi yang
dilakukan Adhyaksa Riau itu, banyak permasalahan yang timbul dalam
penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). °

Adapun permasalahan yang pernah ditemukan, diantaranya adanya
mark up pembangunan atau pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi, dan
penggelapan honor aparat desa atau penggunaan dana desa untuk kepentingan
sendiri. Dan juga ditemukan adanya penyetoran dana desa kepada pejabat
yan@ lebih tinggi, misalnya pejabat di Kecamatan, Kabupaten/Kota. Lalu,
pen%angunan atau pengadaan yang fiktif. Adanya kongkalikong pembelian
bahéﬁ material yang tidak sesuai dengan standarnya tentunya untuk
meréperoleh keuntungan pribadi. Dengan dilaksanakannya Program Jaga Desa
oIeh§_SeIuruh jajaran intelijen pada masing-masing Kejari di wilayah hukum
Kejéi Riau berupaya akan ada keberhasilan pelaksanaan ADD yang tepat
sasaéén dan bermutu.

. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belzci:.lja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
mel%)ui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota
dan@igunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pen{ﬁangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
%)

Zibid2

3|
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Tujuan penggunaan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

nf;mas?arakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan
(2}
Smel&lui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana

ae

=desag.pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan seluruh sumber

unpu

dayasalam lingkungan secara berkelanjutan.®
i Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengadakan

pun 16

-Bue

pené’éﬁtian dengan judul: “Implementasi Government Public Relations

pun

ejgksaan Tinggi Riau dalam Mensosialisasikan Program Jaga Desa”,

Bue

dikdfénakan program ini perlu dilaksanakan guna memperoleh pemahaman

dan %ukungan publik terhadap program dan kebijakan pemerintah.

Penéfasan Istilah
1. Enplementasi
Implementasi berasal dari kata “to implementation” yang berarti

mengimplementasikan “to provide means for carrying out” menyediakan
sarana untuk melakukan sesuatu, “and to give practical effect to” dan
menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Beranjak dari rumusan
implementasi  tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa ‘7o
implementation” (mengimplementasikan) suatu penerapan, pelaksanaan
atau tindakan untuk menjalankan rencana, berkaitan dengan suatu aktifitas
%au kegiatan proses perubahan dan pemecahan masalah di organisasi yang
gilakukan secara ilmiah yang terlaksana melalui penyediaan sarana,
iehingga dari aktifitas tersebut akan menimbulkan dampak atau akibat
ferhadap sesuatu.’

2. Government Public Relations

@ Government relations adalah program prioritas untuk memastikan

A318

Qasyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan berpartisipasi
didalamnya. Basis kerja government public relations adalah pengelolaan
mformasi dan komunikasi yang berkelanjutan untuk memperoleh

-
9]
<

% Richard C Allokendek /Marthen L Kimbal/Gustaf Undap “Peran Pemerintah Desa

Dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Di Desa Darunu Kecamatan Wori”(
Sulawesi®Btara: Universitas Sam Ratulangi.2017) Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol - Unsrat

T2 Nadyatul Khairani, —Implementasi Public Relation Dalam Membangun Citra Positif

Universit:is' Abdurrab Pekanbaru”. Jom Fisip. Vol. 4 No. 3, Oktober 2017

nery
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pemahaman dan dukungan publik terhadap program dan kebijakan
@merintah.. Dalam hal ini public relations diperlukan keahlian yang
KRhusus untuk dapat memengaruhi sehingga menciptakan hasil yang positif
@an dapat diterima oleh publik melalui perencanaan pemerintah.
Eubungan dengan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kegiatan lobi
dan negosiasi dengan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dari
Rfégiatan perusahaan.
; Lobi adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh satu
gihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan
dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang dalam
;t)paya pencapaian tujuan yang ingin dicapai dapat memberikan dampak
@6sitif terhadap pencapaian tujuan yang diinginkan.® Sedangkan negosiasi
adalah suatu proses perundingan antara para pihak yang berselisih atau
berbeda pendapat tentang sesuatu permasalahan guna mencapai
kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lain.’
Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses memperoleh kepercayaan, sikap, nilai dan
kebiasaan dalam kebudayaannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) sosialisasi merupakan usaha untuk mengubah milik perseorangan
%enjadi milik umum (milik Negara), proses belajar seorang anggota
giasyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat
galam lingkungannya; upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi

dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat.'

9AI

) Rumysan Masalah

31

= Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka

(0]

L 2
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi

Government Public Relations Dalam Mensosialisasikan Program Jaga Desa?

k§<n Ruzly Za Nasution, _Kemampuan Lobi Dan Negosiasi Menjadi Suatu Keharusan

Global‘, Bducare5, Vol 5, No. (2007).

“Ruzly Za Nasution, —Kemampuan Lobi Dan Negossiasi Menjadi Suatu Keharusan

Globall, Educare 5, Vol 5, No. (2007).

%https:// id.berita.yahoo.com/tujuan-sosialisasi-dalam-masyarakat-pengertian-

0340363$.html. Diakses pada tanggal 7 April 2020
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. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

N

Buepun-6uepun 1Bunpuijqg eydin

@er(ﬁ;%sarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini :

Fujuan Penelitian

g. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui tentang Implementasi Government Public Relations Kejaksaan
iinggi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Jaga Desa.

Regunaan Penelitian

=
az Secara Teoritis
(,:n Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan limu
% Komunikasi umumnya, dan Public Relations khususnya dalam
A mengimplementasikan Program Jaga Desa di Kejaksaan Tinggi Riau.
g. Secara Praktis
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi
Kejaksaan Tinggi Riau khususnya dalam mengimplementasikan
Program Jaga Desa, sehingga masyarakat dan aparat desa
memahami apa itu Program Jaga Desa tersebut.
2) Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana di Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU.
@ 3) Untuk menambah pemahaman pengetahuan peneliti dan pembaca
% pada umumnya dalam rangka ikut memberikan sumbangan pikiran
gT pada Program Jaga Desa yang diteliti.
Sistgmatika Penulisan
%’ Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini,
maka dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut:
BA%I : PENDAHULUAN

w
>

nerny wisey JifLg uejng j

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, penegasan istilah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta
sistematika penulisan.
: TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini membahas mengenai kajian teori, kajian terdahulu,

konsep operasional, dan kerangka pemikiran.
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: METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan mengenai bagaimana desain penelitian, lokasi dan
waktu penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian,
teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data.

: GAMBARAN UMUM

Bab ini memuat gambaran lokasi penelitian, yaitu menjelaskan
tentang sejarah, visi dan misi, dan struktur organisasi.

- HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan atau analisa dari penjelasan data
yang telah diolah.

: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari semua bab-bab sebelumnya dan
mengemukakan kesimpulan dan saran sesuai dengan kemampuan
penulis.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

nery wisey JireAg uejpng jo AJISIaAIU) dIWeR[S] 3)e3l§



AV VYSAS NIN

JoiU

&

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

)

5

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

)

:Jaquins ueyingaAusw uep ueswnjuedsusw edue) 1ul sin) eA1ey yninjes neje uelbeqes dynbuswBuele|q |

:ni‘

BAB Il
E TINJAUAN PUSTAKA
g 3
8 =
.2Kajian Terdahulu
g‘ E’ Pembahasan mengenai komunikasi memang selalu diwarnai dengan
‘chertagai judul skripsi, hal ini tidak dipungkiri. Oleh karena itu, rencana yang
=3 —
Q —

§dila[;ukan dalam penelitian ini adalah mengadakan eksplorasi terhadap

P

0

erbEgai sumber penelitian yang mungkin dapat di gali. Penelitian yang dapat

@dianggap dapat menjadi rujukan penulis antara lain:
c

% Kajian-kajian yang membahas tentang “Implementasi Government

Pubﬁ)c Relations”

1.

@rnal yang berjudul “Strategi Government Relations PT Pal Indonesia
(Persero) untuk memengaruhi Komite Kebijakan Industri pertahanan
dalam Penunjukan Lead Integrator Alutsista Matra Laut” oleh Arni
Prabawati tahun 2012. Public relations sebagai upaya menjalin hubungan
dengan publik, government relations sebagai upaya memengaruhi
kebijakan, dan implementasi strategi government relations di perusahaan.
Pada penelitian ini PT PAL (Persero) melakukan government relations
bertujuan untuk memengaruhi kebijakan dan melindungi kepentingan
gisnis agar perusahaan tetap dipercaya pemerintah sebagai perusahaan
%rbaik dalam penyediaan pertahanan negara seperti produksi kapal
éerang, senjata dan lain-lain. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti
%engimplementasikan kegiatan government relations bertujuan samasama
éemengaruhi kebijakan pemerintah, karenanya perusahaan ini berdiri di
é'ngah desa dekat dengan aktivitas masyarakat, maka dari itu perusahaan
ﬁcgrus memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah supaya bisa
E:?emengaruhi kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh perusahaan dan

@gsa menjaga keberlangsungan aktivitas perusahaan.™

ek

X Prabawati Arni. (2012). Strategi Government Relations PT. Pal Indonesia (Persero)

untuk m@]pengaruhi komite kebijakan industry pertahanan dalam penunjukan Lead Integrator
AlutsistaMatra Laut. Journal Unair Commonline Departemen Komunikasi, Vol. 3, No. 2

nery
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Skripsi yang berjudul :Implementasi Government Relations Dalam
gontinuitas PT. Berkat Sawit Sejahtera Desa Petalongan Kabupaten
fhdragiri Hilir”. Yang diteliti oleh Rizal Efendi pada tahun 2020. Dalam
Eenelitian ini organisasi atau perusahaan harus menjalin hubungan yang
harmonis dengan eksekutif dan legislatif karena pemerintah mengeluarkan
éeraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Dengan beroperasinya PT.
éérkat Sawit Sejahtera di tengah-tengah permukiman tentu halnya ini
bertentangan dengan peraturan pemerintah mengenai lokasi berdirinya
ﬁ%rusahaan dan pencemaran udara. Maka dari itu dalam hal ini sudah
ﬁ:ﬁenjadi kewajiban bagi seorang hubungan masyarakat (humas)
mengimplementasikan government relations, menjalin hubungan yang
ﬁ)armonis dengan pemerintah dan melakukan lobi dan negosiasi agar dapat
memengaruhi kebijakan dan peraturan pemerintah dan mampu menjaga
keberlangsungan perusahaan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah
Humas, General Manager PT. Berkat Sawit Sejahtera dan Informan
pendukung adalah Camat Keritang dan Kepala Desa Petalongan. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif
yakni dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi dan
dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Government
Eelations yang dijalankan oleh Humas PT. Berkat Sawit Sejahtera sudah
F{angat baik yakni dengan langkah menjalin, memelihara hubungan yang
Eaik dengan regulator, melakukan pertemuan rutin atau insidental,
gjelakukan dialog, penyampaian rencana kerja, pemberian perhatian wujud
Eubungan interpersonal.*?

ékripsi yang berjudul “Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan
?erhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam . Yang
éf:iteliti oleh Atnur Suljayestin pada tahun 2016. Skripsi ini membahas
éntang Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak

Eidana Korupsi bertujuan untuk mengetahui penuntutan tindak pidana

 Rizal Efendi, (2020) “Implementasi Government Relations dalam Kontinuitas PT.

Berkat @wit Sejahtera Desa Petalongan Kabupaten Indragiri Hilir”. Skripsi Pekanbaru:
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau
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korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dan faktor yang menghambat
gejaksaan dalam melakukan penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Jenis
fienelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan
Eendekatan kasus dan penelitian pustaka dengan menggunakan bahan
hukum sekunder melalui perpustakaan umum serta buku-buku yang
éenulis miliki, majalah, surat kabar, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal
@kum, website/surat kabar). Adapun teknik analisis data yang digunakan
adlalah teknik indukatif dan teknik deduktif. Berdasarkan analisis terhadap
ﬂ%\sil penelitian dan pembahasan penulis berkesimpulan Peranan
%ejaksaan dalam hal penuntutan perkara tindak pidana korupsi dimulai
gdat perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan sampai pada pelaksanaan
S)utusan pengadilan, mencakup menerima pemberitahuan, memeriksa
berkas perkara, melakukan prapenuntutan, melakukan penahanan,
membuat surat dakwaan, menutup perkara, dan melimpahkan perkara ke
Pengadilan, menghadapkan terdakwa ke persidangan, membacakan surat
dakwaan, menghadapkan saksi-saksi, menyiapkan barang bukti,
membacakan surat tuntutan, dan melaksanakan putusan Pengadilan.™

Skripsi yang berjudul “Strategi Government Public Relations Kementerian
Komunikasi dan informatika dalam mengelola isu public”. Yang diteliti
g’l;eh Abdul Mukhlis Arofi pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan
ﬁendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Adapun metode
gang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian
%ng menggambarkan kejadian saat ini ataupun kejadian yang terjadi pada
r_fglasa lampau. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
é’)servasi, telaah pustaka serta wawancara mendalam dengan narasumber.
Feori yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen isu yang
éf:itemukan oleh Howard Case dan Barry Jones seorang konsultan PR pada
Eza)hun 1976. Dari hasil penelitian yang dilakukan menemukan kesimpulan

Eahwa pengelolaan isu kominfo selaku Government Relations sudah baik.

® Atnur Suljayestin, “Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap

Perkara ﬁi_ndak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam” Universitas Agama Islam Negeri (lain)
Palopo 2846
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Dalam penelitian ini memilih skripsi ini menjadi kajian terdahulu karena
@emiliki kesamaan judul dan metode penelitian yang sama.**

Penelitian Jurnal yang berjudul “Kinerja Hubungan Masyarakat (Humas)
_gemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat”. Yang diteliti oleh
igus Rahmat dan Iriana Bakti pada tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini
gdalah untuk mendeskripsi kinerja Humas Pemerintah khususnya Humas
Eemerintah Kabupaten dan kota di Jawa Barat. Adapun metode yang
égunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik
pengumpulan data melalui penyebaran angket. Dari hasil penelitian yang
HEIakukan menemukan kesimpulan bahwa humas pemerintah lebih banyak
@'enerima teguran daripada pujian berdasarkan kinerja. Minimnya pegawai
humas pemerintah yang berlatar belakang pendidikan komunikasi.
Aktivitas humas pemerintah lebih tertuju pada kegiatan rutin berupa
penyebaran informasi di media. Dalam penelitian ini memilih jurnal ini
menjadi kajian terdahulu dikarenakan memiliki kesamaan judul.*®

Skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi dalam hubungan pemrintahan
(Government Relations) pada industri minyak dan gas bumi (Studi kasus
pada PT. Mosesa Petroleum)”. Yang diteliti oleh Titi Mora Margaretha S.
Egda tahun 2012. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis,

é’endekatan kualitatif dan sifat penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian,

U

ot

peneliti menyimpulkan bahwa Public relations PT. Mosesa Petroleum

n

telah mengimplementasikan berbagai bentuk kegiatan government

9A

lations sebagaimana dengan konsep yang telah ada dalam

Eelaksanaannya. PR PT. Mosesa masih dalam proses pendekatan dan

31

L 2
mulai mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat melalui

uejn

gﬁ Abdul Muklis Arofi, “Strategi Govermen Publik Relations Kementrian Komunikasi dan

informatia dalam mengelola isu public” Skripsi Jakarta: Unniversitas Islam Negri Syarif
Hidayatufah

™ Rahmat Agus. & Bakti Iriana. (2016). Kinerja Hubungan Masyarakat (Humas)

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 4, No.
2, Desemper 2016, him 133-141
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pemerintah. Dalam penelitian ini memilih skripsi ini menjadi kajian
?rdahulu dikarenakan memiliki kesamaan judul dan metode penelitian.
Penelitian Jurnal yang berjudul “Government Public Relations pada
@iskominfo kota Depok dalam pengelolaan informasi dan komunikasi
gublik untuk mencapai Good Governance”. Yang diteliti oleh Desna
gryana Pratiwi dan Dinda Rakhma Fitriani pada tahun 2021. Penelitian ini
@enggunakan metode Kkualitatif dengan pendekatan studi kasus dan
@radigm konstruktivis. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data
&cgkunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi,
wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
dan mengetahui bagaimana peran Government Public Relations Kota
gepok yang di implementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
(Diskominfo) dan juga Humas Promentasi Kota Depok dalam
menjalankan tugasnya sebagai Humas Pemerintah. Dalam penelitian ini
memilih Jurnal ini menjadi kajian terdahulu dikarenakan terdapatnya
kesamaan judul dan metode penelitian.’

Skripsi yang berjudul “Strategi Government Relations PT. Arara Abadi
Sinarmas Foresty dalam menjaga hubungan baik dengan pemerintah
%abupaten Siak” Yang diteliti oleh Agus Dian Pratama pada tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian

SI

-

yang menjelaskan bagaimana hubungan baik perusahaan PT. Arara Abadi
(Sinarmas Foresty) dengan pemerintah Kabupaten Siak. Teknik
gengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil
éenelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan baik antara PT. Arara
Abadi dengan pemerintah Kabupaten Siak maupun Kabupaten/kota yang

aoda di Riau terjalin sangat baik dan kerjasama yang dilakukan berjalan

FI[NS

B Titi Mora Margaretha S., 2012. “Strategi Komunikasi dalam hubungan pemerintahan

(Governmgnt Relations) pada industri minyak dan gas bumi (Studi kasus pada PT. Mosesa
Petroleurf)”. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia

HPratiwi Desna Aryana & Fitriani Dinda Rakhma. (2021). Government Public Relations

pada Diskominfo Kota Depok dalam pengelolaan informasi dan komunikasi Publik untuk
mencapaﬁ’Good Governance”. Jurnal llmu Komunikasi, Volume 1, No. 2, Januari 2021, him. 79-
90 5
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terus menerus secara berkesinambungan. Semua itu didapatkan karena
é;?_ianya lobi yang baik dari PT. Arara Abadi. Dalam penelitian ini memilih
Skripsi ini menjadi kajian terdahulu karena terdapatnya kesamaan metode
Eenelitian dan judul.*®

Skripsi yang berjudul “Government Relations humas yayasan taruna
%andiri Pekanbaru dalam mempertahankan hubungan baik dengan
érhanud-B Pekanbaru”. Yang diteliti oleh Mardalena Eka Sudirga pada
tahun 2021. Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Efasil penelitian ini menyimpulkan bahwa government relations terjalin
é%ngan baik sehingga dapat mempertahankan yayasan taruna mandiri
dalam dunia pendidikan saat ini. Dalam penelitian ini mengambil skripsi
%i menjadi kajian terdahulu dikarenakan terdapat kesamaan metode
penelitian dan judul penelitian.*®

Skripsi yang berjudul “Implementasi E-Government public Relations pada
pemerintah kota Tangerang dalam penyebaran informasi publik melalui
aplikasi Tangerang Live (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tangerang)”. Yang diteliti oleh Firdha Meizura pada tahun 2021.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
au%ndekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan
i:mplementasi peran Government Public Relations pada pemerintah kota
‘gangerang telah dilaksanakan. Namun masih perlunya perhatian dalam
éngimplementasiannya seperti peningkatan Sumber Daya Manusia.
é’alam penelitian ini menjadikan skripsi ini sebagai kajian terdahulu

dikarenakan terdapat kesamaan metode penelitian dan judul penelitian.?

0 A3

jpa)
¥ Agus Dian Pratama, 2021. “Strategi Government Relations PT. Arara Abadi Sinarmas

Foresty (g_lam menjaga hubungan baik dengan pemerintah Kabupaten Siak”. Skripsi Pekanbaru:
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

% Mardalena Eka Sudirga, 2021. “Government Relations humas Yayasan Taruna Mandiri

Pekanban(f dalam mempertahankan hubungan baik dengan Arhanud-13 Pekanbaru”. Skripsi
Pekanbartl: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

% Meizura, Firdha, 2021. “Implementasi E-Government Public Relations pada

pemerintafi kota Tangerang dalam penyebaran informasi publik melalui aplikasi Tangerang Live
(Studi Pa?_a Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang)”. Tugas Akhir (S1) — thesis,
UNIVERSITAS BAKRIE
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Landasan Teori

g Kajian Teori merupakan bagian yang penting dalam penelitian.

1d19 yeH

Tergtama berkaitan dengan cara memahami permasalahan dalam penelitian ini

hs]e

=ada banyak teori dan konsep yang berkaitan dengan judul penelitian konsep-

ul

©
ongep tersebut memudahkan peneliti memahami fenomena penelitian

ug)nﬁun

ehifgga dapat dianalisis dengan benar. Berbagai teori tersebut dijelaskan
erikut ini secara runtun.

pun 4z

€ Teori yang berguna untuk menjelaskan titik tolak atau landasan
=
berfikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah, untuk itu perlu disusun

Bue

ker&%gka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari
sudl;; mana masalah penelitian yang akan disoroti.?*
1. gnplementasi

5 Pengertian Implementasi

Menurut Nurkinan, implementasi adalah pelaksanaan kegiatan
berdasar pada kebijakan yang dibuat oleh seseorang atau kelompok
atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.?

Implementasi adalah suatu proses mengerjakan dan melakukan
suatu pekerjaan yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk
manusia, dana dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh
pihak swasta maupun pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.”®

Implementasi  diartikan secara sederhana yaitu sebagai
pelaksanaan atau penerapan. Implementasi bermuara pada aktivitas,
adanya aksi, tindakan atau mekanisme atau sistem. Implementasi

JJaquuns ueyingaAusaw uep ueywnyuesusaw edue) Ul sin) eA1ey yninjes neje ueibeqes diynbusw bBuele|iq ‘L ©d

bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan
dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu
untuk mencapai tujuan kegiatan.?*

0 AJISIdATU) dTWER[S] 3}elg

o)

¢hNawawi, Hadari. 1991. Metodologi penelitian bidang sosial (yogyakarta: Gadjah Mada
Universit§Press) him 40

gM.M Nurkinan, _Kesiapan Implementasi Calon Daerah Otonomi Baru (Cdob) Wilayah
Bagian Timur Kabupaten Karawang®, Jurnal Unisika, 3.2 (2018), 240 .

<& Dyah Virgoreta, _Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya
Meningkdtkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten
Tuban)*, Farnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, 3.1 (2015), 1-6

% Firdianti, Arinda. 2018. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam
Meningkﬁkan Prestasi Belajar Siswa. Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018) Hal.19
https://boéks.google.co.id. Diakses pada tanggal 15 Juni 2020
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Konsep Implementasi Public Relations dalam jurnal
Luthfiyyah Browne dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman
mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang
saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang
saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin dalam Nurdin
dan Usman. Secara etimologis, pengertian implementasi menurut
kamus Webster dalam Wahab. Pengertian Implementasi dirumuskan
secara pendek, dimana “to implementation” (mengimplementasikan)
berarti “to provide means for carrying out” (menyediakan sarana
untuk melakukan sesuatu), to give practical effect to (menimbulkan
dampak/ akibat terhadap sesuatu).

Dari rumusan implementasi tersebut dapat kita ketahui
mengenai gambaran yang menyatakan bahwa “to implementation”
(mengimplementasikan) berkaitan dengan suatu aktivitas Yyang
terlaksana melalui penyediaan sarana, sehingga dari aktivitas tersebut
akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Pengertian-
pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi
bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu
sistem. Implementasi bukan sekadar aktivitas, akan tetapi suatu
kegiatan yang terencana dan tersistematis dilakukan secara sungguh-
sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan
kegiatan yang diinginkan.®

Berdasarkan yang telah dijelaskan mengenai implementasi oleh
beberapa para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi
government public relations adalah proses mengimplementasikan,
melaksanakan program prioritas dan kebijakan pemerintah untuk
memastikan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah
dan berpartisipasi didalamnya. Basis kerja government public relations

adalah sebagai pengelolaan informasi dan komunikasi yang

2 2017.

& Luthfiyyah Nanda Sarah. Implementasi Public Relations Dalam Membangun Brand
Awareness Aiesec Universitas Andalas Sebagai Organisasi Kepemimpinan. JOM FISIP Vol. 4 No.

i v
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berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman dan dukungan public
g terhadap program jaga desa yang dilakukan.
Government Public Relations
g. Government Public Relations merupakan penggabungan dua kata
yaitu hubungan masyarakat (public relations) dengan pemerintah
@overnment). Namun pengertiannya bukan hanya kedua kata tersebut. 2°
~ Government Public Relations adalah fungsi komunikasi yang
Eenghubungkan interaksi masyarakat dengan pemerintah, dengan
Fcégulator dan perpanjangan tentang kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu,
tigas humas pemerintah yang harus menjelaskan dengan sekaligus
%enerima masukan dari setiap kebijakan, yang sedang maupun yang sudah
fibuat. 2’

Perbedaan antara humas yang terdapat di instasi pemerintahan dan
non pemerintahan adalah tidak adanya unsur komersial walaupun humas
pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi,
promosi dan periklanan. Humas pemerintahan lebih menekankan pada
public service atau demi meningkatkan pelayanan umum. Melalui program
kerja humas tersebut, pemerintah dapat menyampaikan informasinya atau
menjelaskan mengenai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan tertentu serta
éj(tivitas dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban
gemerintah.2
7 Menurut Dimock dan Koenig, pada umumnya tugas-tugas dari
ihak humas instansi atau lembaga pemerintah yaitu sebagai berikut:

=1uwe

Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat
tentang pelayanan masyarakat, kebijakan serta tujuan yang akan
dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut.

Mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak

masyarakat dalam berpartisipasinya atau ikut serta pelaksanaan

S uelngJo AJISIIAN

44

LIBA

Suprawoto, Government Public Relations (Jakarta:kencana Perdana Media 2018) him.

3

Albid. him. 49
% Ruslan, Rosady. 2008. Manajemen Public Relations dan media komunikasi. Jakarta:

Raja Grafindo Persada. him. 341
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program pembangunan diberbagai bidang, sosial, budaya, ekonomi,
politik serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

IBH ©

Pemerintah adalah sebuah organisasi yang berkuasa dapat
E}emperlancar tetapi juga dapat menghambat proses kegiatan perusahaan
@leh karena itu dalam hubungannya dengan pemerintah perlu membangun
@Jbungan yang baik. Perlu bagi perusahaan untuk menyadari pentingnya
membangun hubungan yang terus-menerus dengan pemerintah pada semua
%gkatan sehingga memungkinkan terlibat sejak dini dalam membahas
gerbagai isu, regulasi dan legislasi. Karena hubungan dengan pemerintah
{government relations) memiliki tiga fungsi penting yaitu®:

Penghitungan  (Accountable) : Kondisi perusahaan harus

neiye

dipertanggung-jawabkan. Kebijakan perusahaan mengenai pajak,
insentif, perburuhan dan lain sebagainya sangat menentukan
perusahaan.
b. Fungsi Prediksi (Predictable) : Hubungan ini dapat digunakan untuk
memprediksi tentang kebijakan pemerintah hubungannya dengan
perusahaan.

P

Legislatif : Terkait dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan
terhadap eksekutif dan legislatif sangat penting agar kebijakan
pemerintah dan perundang-undangan dapat menjamin masa depan
perusahaan.

wejsy ajeis

Dalam kegiatan Public Relations, pemerintah dianggap penting
bukan saja karena pemerintah adalah pengatur negara dan pembuat
Eeputusan penting, tetapi lebih dari itu, pemerintah terdiri dari orang-orang
éang mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat dan
Kegiatan bisnis. Pemerintah pusat, provinsi, atau walikota madya, dewasa
ﬁmqi mempunyai pengaruh besar terhadap industri besar maupun kecil,
@ulai dari industri pertanian, elektronik, tekstil, jasa transportasi sampai
%)ada energi dan industri untuk ekspor.*

ek

2. Gora, Radita. 2019. Riset Kualitatif Public Relations. Surabaya: CV. Jakad Media

Publishings Hal.39.

» Kasali, Rhenald. 2005. Manajemen Public Relations. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Hal.117. 5
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Pemerintah dengan undang-undangnya, bisa melakukan banyak
@mbatasan bagi perusahaan, misal dengan kebijakan upah minimum, isu
;ngonopoli, pengekangan perdagangan, persaingan harga yang tidak sehat,
fransportasi, promosi dan aspek bisnis lainnya dan juga hampir di setiap
Télan bisnis dipengaruhi pemerintah yang menetapkan dan memaksakan
peraturan bisnis dan menentukan iklim dimana bisnis harus berfungsi.
F:"ubungan dengan pemerintah (government relations) ditujukan untuk
épat memperlancar jalannya operasional perusahaan.®
) Government relations memiliki posisi yang penting bagi
éerusahaan, arti penting government relations adalah menciptakan
%selarasan antara berbagai kebijakan pemerintah dengan perusahaan
@ivestasi, kerja sama dagang, pajak dll, memberikan jaminan perlindungan
disaat krisis dan mempercepat proses birokrasi atas berbagai kepentingan
perusahaan.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Kasali dalam Skripsi Vinny
Fhiadina Nasution, unntuk mencapai tujuan Government Relations
memiliki tugas sebagai berikut®*:

Menggali data dari pemerintah.
Memonitori langkah-langkah yang telah dibuat pemerintah.
Perusahaan akan menyampaikan feedback atas kebijakan dari
pemerintah.
Tugas dalam membangun posisi.
Bertugas dalam mendukung pemasaran.

Government relations berusaha untuk memengaruhi regulasi

ATUNDPIUR[S] 2]IG T 9

gemerintah yang harus menafsirkan undang-undang baru dengan membuat
Eabijakan dan aturan main dalam rangka melaksakan undang-undang

Q
rc;;raka aspek lingkup kerja government relations diantaranya™:

q[n

S Fitrie Handayani, ‘’Government Relations Yang Strategis Untuk Reputasi®’,

Unniversfﬁs Mercu Buana, Studylib, 2014. Diakses pada tanggal 12 April 2020

¥ Vinny Fhiadina Nasution, Skripsi “Analisis Implementasi Comunity dan Government

Relations®i Kebbun Sei-Kencana PTPN V (Persero) Pekanbaru” (Yogyakarta: Universitas Islam
Indonesid?2017), Hal.29

% Gora, Radita. 2019. Riset Kualitatif Public Relations. Surabaya: CV. Jakad Media

Publishing,' 2019) Hal.41. Diakses pada tanggal 7 Juli 2021
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Menjalin, memelihara dan meningkatkan hubungan dengan regulator.

Pemerintah dapat melakuan eksplorasi atau meminta pihak lain
untuk melakukan eksplorasi itu, menetapkan tarif, membuat peraturan,
melarang seseorang untuk melakukan sesuatu demi kehidupan sosial
yang diidamkan. Oleh karena itu penting bagi sektor usaha
membangun hubungan berkelanjutan dengan pemerintah dalam hal ini
juga sebagai kelangsungan usaha jangka panjang dan peningkatan
dukungan kinerja pemerintah yang juga menguntungkan bagi sektor
usaha.

Pertemuan rutin / insidental.

Pertemuan ini sebagai bentuk membangun komunikasi secara
langsung dan bentuk pengenalan lebih jauh kepada pemerintah.
Dialog.

Sebagai upaya menciptakan kesinambungan dengan melakukan
interaksi lisan secara langsung untuk menentukan seperti apa
kebutuhan yang diinginkan oleh pemerintah dan bagaimana langkah
yang harus diambil oleh sektor swasta dalam hal ini.

Penyampaian rencana kerja.

Untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah tentu perlu ada
penyampaian rencana kerja yang jelas diberikan kepada pemerintah
dalam bentuk wujud seperti proposal, surat kerjasama, surat perjanjian
dan lain sebagainya.

Pemberian - perhatian wujud hubungan interpesonal.

Adanya kedekatan hubungan khusus antara sektor swasta
dengan pemerintah untuk menciptakan iklim kerja yang saling
membutuhkan satu sama lain.

Dengan memiliki relasi yang baik kepada pemerintah, maka para

aktisi public relations akan mendapatkan informasi yang berkaitan

ngan kebijakan tersebut. Informasi yang diperoleh dapat menjadi input

ang penting bagi pucuk pimpinan perusahaan Kita bekerja. Dalam
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pelaksanaan atau penyelenggaraan program government public relations

§da beberapa pekerjaan utama dalam praktek di lapangan.*

nery e3sng NN Y!Pw ejdido yeH
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Penemuan fakta / pembuktian kebenaran.

Temuan data dapat memberikan rekomendasi untuk pendekatan
respon yang harus diberikan kepada publik.
Membangun koalisi.

Membangun koalisi dianggap lebih efektif untuk mencapai
tujuan bersama daripada berjuang sendiri-sendiri. Membangun koalisi
juga perlu disusun prioritas kerja, strategi operasi kerja yang lebih
efektif untuk mencapai tujuan.

Mengatur lobi.

Disini lobi dikenal dengan dua jenis yaitu lobi secara tidak
langsung dan lobi secara langsung. Lobi secara tidak langsung yakni
seperti menghubungi anggota dewan atau staf pemerintah yang
berpengaruh untuk membicarakan aturan dan akan mengarah pada
advokasi pada program yang dilakukan organnisasi. Sedangkan lobi
secara langsung itu sendiri melibatkan langsung pejabat negara atau
anggota dewan secara langsung dan tegas mendukung program dan
diikutsertakan dalam program hingga diikutsertakan dalam penentuan
arah program sehingga dengan demikian maka program akan lebih
dapat dipahami.

Kegiatan langsung ke komunitas (akar rumput).

Kegiatan ini hampir sama dengan lobi secara langsung dimana

upaya memobilisasi massa untuk mendukung (pro) atau melawan

(kontra) pada legislatif atau peraturan pada tingkat negara atau lokal.

Keberadaan unit kehumasan (Humas Pemerintah) disebuah

mbaga atau instansi milik pemerintah merupakan keharusan secara

ngsional dalam operasional dalam upaya menyebarluaskan untuk

Prisgunanto, Ilham. 2017. Aplikasi Teori dalam Sistem Komunikasi di Indonesia.

3. K beradaan Humas Pemerintah
=
=
fe
wn
fu
=
z
34
m-
Jakarta: Bgenadamedia Group. Hal.130
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memublikasikan tentang sesuatu kegiatan atau aktivitas intansi
%rsangkutan yang ditujukan baik untuk hubungan masyarakat kedalam,
fhaupun kepada masyarakat luar pada umumnya. Humas merupakan suatu
%at atau saluran (The PR as tools or channels of government publication)
wntuk memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran informasi
%engenai publikasi pembangunan nasional melalui kerjasama dengan
@hak pers, media cetak atau elektronik dan hingga menggunakan media
tiadisional lainnya. (wayang kulit atau wayang golek dan lain
$bagainya).*®

x Fungsi pokok humas pemerintah Indonesia pada dasarnya, antara

Q
Rin sebagai berikut:
0]

sl

Mengamankan kebijakan pemerintah

o

Memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi
mengenai kebijaksanaan dan hingga program-program Kkerja secara
nasional kepada masyarakat.

c. Menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam
menjembatani kepentingan instansi pemerintah disatu pihak, dan
menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan
publiknya dilain pihak.

Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis
demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan

nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.*®

N druwre[s] 93e3g

jarah Kejaksaan Tinggi

Dahulu baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain)

ISI9AI

Aaupun di Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan.
Balam hal ini adalah Kejaksaan yang tugasnya khusus untuk atas nama
g;au masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik.
iada masa itu tidak ada perbedaan antara perdata dan pidana. pihak yang

<
)

"
¥ Ruslan, Rosady. 2008. Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi. Jakarta:

Raja Grafffdo Persada. him. 342-343

% Ruslan, Rosady. Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi. Jakarta: Raja

Grafindo ?ersada. him. 343-344
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dirugikan yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim. Di Indonesia
%hulu dikenal pejabat Negara yang disebut Adhyaksa. Adhyaksa berasal
fari bahasa sanskerta yang diartikan sebagai Jaksa, akan tetapi dahulu
Emgsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya
fembaga penuntutan. Andi zainal abidin farid mengartikan Adhyaksa

dalam berbagai arti seperti:>’

Superintendant atau superindance.

Pengawas dalam urusan pendekatan, baik agama Budha maupun Syiwa
dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan di sekitar istana.

Disamping itu juga bertugas sebagai hakim dan sebagai demikian ia
berada dibawah perintah serta pengawasan mahapatih.

RelY ejysng 1N

“Adhyaksa” sebagai hakim sedangkan ‘“dharmaadyaksa” sebagai

“opperechter” nya.

e. “Adhyaksa” sebagai “rechter van instructie bijde lanraad”, yang kalau
dihubungkan dengan jabatan dunia modern sekarang dapat disejajarkan
dengan Hakim Komisaris.

Dari uraian diatas, maka jabatan Jaksa sesungguhnya mempunyai
kewenangan yang luas. Fungsi senantiasa dikaitkan dengan bidang
yudikatif bahkan pada masanya hubungkan pula dengan bidang
éeagamaan. Dahulu Adhyaksa tidaklah sama dengan tugas utama penuntut
Emum dewasa ini lembaga penuntut umum seperti sekarang ini tidak
gertugas sebagai hakim seperti Adhyaksa dahulu kala, tetapi keduanya
@empunyai persamaan tugas yaitu penyidikan perkara, penuntutan dan
melakukan tugas sebagai “Hakim Komisaris”.

Penuntut umum dengan kekuasaan dan organisasi seperti sekarang

F0 L3181

i berasal dari Perancis. Belandalah yang bercermin kepada sistem

rancis, melalui dan mulai asas konkordansi membawanya pula ke

Fei@s

donesia, terutama dengan paket perundang-undangan yang mulai

rlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Diciptakan suatu jabatan yang disebut

N J1IgAg

Y
4

# Prakoso, Djoko. 1988. Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di

Dalam P::i)'ses Pidana. Yogyakarta : Liberty. HIm. 13

nery
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Procuceur General (seperti Jaksa Agung sekarang). Disamping itu, dikenal
@Ia istilah of ficieren van justitie sebagai penuntut umum bagi golongan
Bropa dan yang dipersamakan. Dalam inlandsch reeglement dikenal
E/Iagistraat sebagai penuntut umum, tetapi belum berdiri sendiri diperintah

oleh Residen dan Asisten Residen.

[tw

Sesudah Inlandsch Reeglement diubah menjadi HIR pada tahun
@41, barulah dikenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri
dibawah Procureur Generaal, bagi orang Bumiputra, itu pun dalam
ﬁf'akteknya, karena masih kurangnya sarjana hukum pada masa itu, maka
é’l kota-kota jabatan Magistraat itu masih dirangkap oleh Asisten Residen.
Belanda sendiri baru pada tanggal 18 April 1827 ketika berlakunya
gechterlijke Organisatie en het beleid der justitie, diadakan lembaga
penuntut umum yang berdiri mengikuti sistem Perancis. Suatu asas yang
terpenting dari penuntut umum itu satu dan tidak terbagikan (een en
ondeelbarheid) dan bergantungnya pada kekuasaan eksekutif.

Sejak masa pemerintahan Jepang, nampaknya para Jaksa memiliki

kembali statusnya yaitu sebagai penuntut umum yang sebenarnya. Ketika
Jepang berkuasa di Indonesia maka jabatan Asisten Residen segera
dihapuskan. Situasi yang demikian mengakibatkan kedudukan Jaksa
%engalami perubahan mendasar. Dalam masa ini, semua tugas dan
{yewenang Asisten Residen dalam penuntutan perkara pidana diberikan
Eepada Jaksa dengan jabatan Tio Kensatsu Kyokuco atau Kepala
Eejaksaan pada Pengadilan Negeri, serta berada dibawah pengawasan Koo
éoo Kensatsu Kyokuco atau Kepala Kejaksaan Tinggi.
é’ Selanjutnya dengan Osamurai No. 49, Kejaksaan dimasukkan
dalam wewenang Cianbu atau Departemen Keamanan dengan demikian
glgas Jaksa telah ditentukan yaitu mencari kejahatan dan pelanggaran
éebagai pegawai penyidik), menuntut perkara (pegawai penuntut umum),
Ean menjalankan putusan hakim (pegawai eksekusi).

Setelah Indonesia mengalami kemerdekaan pada tahun 1945,

. 1

stem hukum yang berlaku tidak segera mengalami perubahan. Untuk

Qe
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mengatasi situasi tersebut, maka undang-undang maupun peraturan-
@raturan yang ada sebelum kita merdeka tetap berlaku sepanjang tidak
fBertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu,
_geraturan-peraturan yang mengatur tentang kedudukan Kejaksaan pada
pengadilan-pengadilan di Indonesia tetap memakai peraturan lama seperti
g_ebelum Indonesia merdeka. Dengan maklumat Pemerintah Republik
@donesia pada tanggal 1 Oktober 1945, semua kantor Kejaksaan yang
dahulunya masuk Departemen Keamanan atau Cianbu dipindah kembali
g’e dalam Departemen Kehakiman atau Shihoobu.

(7))
x Ketika itu Kejaksaan yang pernah bersama dengan Kepolisian

Q

dalam naungan Departemen Dalam Negeri, kemudian memisahkan diri
%asuk berintegrasi ke dalam Departemen Kehakiman R.l. Dengan
kembalinya Kejaksaan ke dalam Departemen Kehakiman maka cocok dan
tugas kewajiban para Jaksa yang diberikan ketika pendudukan tentara
Jepang tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, peraturan Pemerintah
tanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2, telah menetapkan bahwa semua
undang-undang dan peraturan yang dahulu tetap berlaku sampai undang-
undang tersebut diganti. Dengan demikian, sejak proklamasi kemerdekaan,
tagas Openbaar Ministerie atau pengadilan terbuka pada tiap-tiap
)S;engadilan Negeri menurut Herziene Inlandsch Reglemeent (HIR),
&ijalankan oleh Magistraat, oleh karena itu perkataan Magistraat dalam
EHR diganti dengan sebutan Jaksa, sehingga Jaksa pada waktu itu adalah
gbagai Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri.*®

fugas Kejaksaan Tinggi

éUgas Kejaksaan yaitu:

=4 Melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan dan tugas
g.in berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
éengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
Eembangunan dibidang hukum. Dalam menyelenggarakan tugas

aejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu:
%)

&'Ibid.

3|
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Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian
bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang
ditetapkan presiden.

Menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan
manajemen, administrasi, organisasi dan Kketatalaksanaan serta
pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung
jawabnya.

Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang
berintikan keadilan dibidang pidana, penyelenggaraan intelijen
yustisial dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian
bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum dan tugas
lain, untuk menjain kepastian hukum, menegakkan hukum dan
kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara,
berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kewajiban umum
yang ditetapkan oleh presiden.

Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah
di pusat dan di daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta
peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Penyelengaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta
pengawasan teknis serta pengawasan yang baik kedalam maupun
dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh
presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kebijaksanaan dituntut mampu
mewujudkan kepastian hukum, Kketerbitan hukum, keadilan dan
kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan,
kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan,

hukum dan keadilan yang hidup didalam masyarakat.*

ud

h

ttp://kejati-riau.kejaksaaan.go.id/profile/tugaspokok

nery v
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juan Program Jaga Desa

@ujuan Perubahan dalam Optimalisasi Program Jaksa Jaga Desa:

gely eysns miN M!w eidio e H

Mengoptimalkan Program Jaksa Jaga Desa dalam pencegahan tindak
pidana yang berhubungan dengan pemanfaatan dana desa.
Mewujudkan sinergitas antara Kejaksaan Tinggi Riau dan Pemerintah
Provinsi Riau dalam tindakan preventif pencegahan tindak pidana
yang berhubungan dengan Pemanfaatan Dana Desa.

Penguatan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia dalam tujuan
penegakan hukum yang berfokus pada tindakan preventif pencegahan
penyalahgunaan dana Desa melalui Koordinasi langsung dengan
Stakeholders.

anfaat Program Jaga Desa

Diharapkan hasil dari program perubahan dapat memberikan

manfaat, antara lain:

a.

o

neny wisey JireAg uejpng $o @sxg‘z\}un dTwre[s| Ojeis

Optimalnya Program Jaksa Jaga Desa dalam Pencegahan tindak Pidana
yang berhubungan dengan Pemanfaatan Dana Desa.

Terwujudnya sinergitas antara Kejaksaan Tinggi Riau dan Pemerintah
Provinsi Riau dalam tindakan preventif pencegahan tindak pidana yang
berhubungan dengan Pemanfaatan Dana Desa.

Tercapainya penguatan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia
dalam tujuan penegakan hukum yang berfokus pada tindakan preventif
pencegahan penyalahgunaan dana Desa melalui koordinasi langsung
dengan Stakeholders.

plementasi Perubahan Dari Program Jaga Desa

plementasi dari pelaksanaan proyek perubahan, antara lain:

Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan kepada Kepala Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Provinsi Riau terkait
administrasi teknis dan segi hukum dalam pengelolaan, penggunaan,
dan penatalaksanaan dana Desa guna mencegah terjadinya tindak
pidana yang berhubungan dengan pemanfaatan dana Desa. Kegiatan

ini dilakukan melalui zoom meeting karena berlangsung dalam masa
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darurat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga
dalam rangka percepatan Penanganan COVID-19 kegiatan yang
bersifat mengumpulkan massa dibatasi dan dilakukan secara online.
Gubernur yang dalam hal ini berperan sebagai stakeholders primer
membantu dan mendukung project leader yang disampaikan secara
langsung dan tertulis. Dengan kedudukan, kepentingan dan pengaruh
yang tinggi akan berdampak sangat besar guna mendorong
stakeholders defender untuk turut berperan aktif.

Nilai keberhasilan program perubahan ini tercapai dengan
terlaksananya kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan kepada para
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Riau,
mendapatkan testimoni dari para stakeholders dan diperoleh survei

kepuasan stakeholders atas proyek perubahan melalui Kuesioner.

Perubahan Dari Penerapan Program Jaga Desa

Dalam program perubahan ini output keberhasilan perubahan

adalah sebagai berikut:

a.

nery wiseyJrieAg uej ng jo APrsIaAru) dIWEIS] 3jelg

Kegiatan penyuluhan-penyuluhan dan pendampingan secara langsung
kepada para Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
melalui Pemerintah Daerah baik Pemerintah Tingkat | dan Pemerintah
Tingkat Il dengan tujuan pendampingan dana Desa.

Meminta testimoni para Kepala Desa, testimoni Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan testimoni para Bupati mengenai
manfaat dari adanya pendampingan Kejaksaan dalam penggunaan dana
Desa tersebut.

Dibuatkannya Aplikasi Jaksa Jaga Desa untuk memudahkan para
Kepala Desa dalam mengoptimalkan pengelolaan, penggunaan, dan
penatalaksanaan dana desa serta memudahkan para Jaksa dalam
melakukan pendampingan pengelolaan dana tersebut sehingga seluruh
desa dalam suatu daerah dapat dilakukan pendampingan seluruhnya.

Diterbitkannya Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia untuk

para Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Indonesia
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menggunakan Aplikasi Jaksa Jaga Desa sehingga seluruh Jaksa di
seluruh Indonesia dalam melakukan pendampingan pengelolaan dana
desa di daerahnya dapat mengoptimalkan pengelolaan, penggunaan,
dan penatalaksanaan dana desa sehingga mengurangi Tindak Pidana

Korupsi dana Desa yang ada.

engertian Desa

Pengertian Desa

Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Desa,
yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dengan
sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.*
Pemerintah Desa

Pemerintah Desa menurut sumber saparin dalam bukunya “Tata
Pemerintahan dan Administrasi Desa” menyatakan bahwa Pemerintah
Desa ialah merupakan simbol formal yang daripada kesatuan
masyarakat Desa. Pemerintah Desa diselenggarakan dibawah pimpinan
seorang Kepala Desa beserta perangkat Desa, mewakili masyarakat
Desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang
bersangkutan.

Dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia No 43
tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintahan Desa adalah
penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik

Indonesia.

Jakarta:P
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Ruslan, Rosady. 2008. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi.

‘Raja Grafindo Persada. HIm. 148-149
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Konsep Operasional

g Dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan program government public

grela;ﬁons ada beberapa pekerjaan utama dalam praktek di lapangan.
=)
=].

genemuan fakta/pembuktian kebenaran

® Satu yang perlu diketahui bahwa kajian government relations lebih
aerupaya mendapatkan informasi sebagai aspek paling penting dalam
é’égala kegiatan. Tentu saja kehadiran dengar pendapat dengan publik
menjadi senjata mujarab untuk memantau temuan fakta yang ada di
@pangan. Biasanya pembenaran dari asosiasi atau jajaran pemerintah atau
%hak yang mumpuni (pakar) bidang tertentu akan melegitimasi kebenaran
fakta, sehingga data menjadi makin reliabel (andal).

c Diakui, bahwa temuan fakta bisa dimasukkan dalam unsur
pertunjukan (entertainment) dengan melebih-lebihkan atau mengada-ada.
Biasanya perlu diperhatikan sekali atmosfer yang ada di audiensi, karena
nyata bahwa kondisi yang tidak kondusif akan mampu mengubah
informasi relevan yang ada menjadi informasi sampah yang tidak penting.
Temuan data dapat memberikan rekomendasi untuk pendekatan respon
yang harus diberikan kepada publik.

Membangun koalisi

?: Kegunaan kelompok atau individu terlihat pada cara kerja mereka
&alam mencapai tujuan. Diakui bahwa membangun koalisi dianggap lebih
éfektif untuk mencapai tujuan bersama, daripada berjuang sendiri-sendiri.
Eanyak kepala akan lebih baik daripada hanya satu kepala, demikian
Eeribahasa bijak dalam menanggapi hal ini. Koalisi bisa menghemat biaya,
;s’ﬁt]mber pemikiran dan juga waktu dalam upaya mencapai tujuan. Namun
diakui, bahwa dalam membangun koalisi perlu disusun prioritas kerja,
grategi operasi kerja yang lebih efektif untuk mencapai tujuan terutama
Er)nplementasi government relations.

Wengatur lobi

I

Pada dasarnya lobi dikenal ada dua jenis, yakni: lobi secara tidak

A3

Engsung dan lobi secara langsung. Lobi secara tidak langsung seperti

nery w
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menghubungi anggota dewan atau staf pemerintahan yang berpengaruh
@tuk membicarakan aturan dan akan mengarah pada advokasi pada
Arogram yang dilakukan organisasi. Intinya lobi secara tidak langsung
@gin mengubah cara pandang audiensi terhadap informasi, juga membina
keakraban dengan isu dan pembicaraan seputar program government
?_elations.

Bentuk yang kedua adalah lobi secara langsung yang melibatkan

n 3

pejabat Negara atau anggota dewan yang secara langsung dan tegas
&endukung program, misalnya dengan mengikutsertakan semua kegiatan
%ogram, seperti: perjalanan program, rapat-rapat kegiatan hingga
Kéikutsertaan pada penentuan arah program. Dengan cara demikian, maka
;rogram akan lebih dapat dipahami dan mendapatkan audiens akrab
dengan program yang dimaksud.

Kegiatan langsung ke komunitas (akar rumput)

Kegiatan ini hamper sama dengan lobi secara langsung, namun
melibatkan upaya memobilisasi massa untuk mendukung (pro) atau
melawan (kontra) pada peraturan tingkat Negara atau legislatif atau lokal,
namun pada praktik penerapannya kegiatan akar rumput dianggap sebagai
gpaya mobilisasi lingkup lebih kecil atau lokal saja. Padahal, kegiatan akar
:):umput lebih luas, seperti: penekanan pada media massa lokal dan
Easional, penggunaan pendekatan komunikasi interpersonal, dan

=
pelangsiran instrumen kampanye sosial.

n

Kegiatan akan rumput seperti melakukan penekanan pesan melalui

media massa yang berfungsi sebagai upaya publikasi tentang posisi politik

ATU

SI

@éda tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Kegiatan praktisnya
%isalnya dengan menggunakan iklan, melangsir generalisasi cakupan
gemberitaan dikaitkan dengan pengkondisian semua dilakukan untuk
éenekankan pada penjaringan voter yang ada.

Kegiatan akar rumput lain adalah penerapan komunikasi

mterpersonal dengan pembuatan target-target pada kelompok-kelompok

11ek

ﬁhusus sebagai opinion leader (pemimpin opini) yang ada di masyarakat.
=

nery v
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Interaksi diadik seperti percakapan dan pertemuan-pertemuan rutin
@enjadi bahasan sangat penting dalam upaya melakukan penekanan pada

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk dari proses penelitian
yang- berjudul implementasi government relations Kejaksaan Tinggi Riau
~

alam mensosialisasikan Program Jaga Desa. Adapun kerangka pemikiran

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

Penemuan fakta/pembuktian kebenaran

Membangun koalisi

Mengatur lobi

Kegiatan langsung ke komunitas (akar

rumput)

= X
2 )
o x
o 2 i A1
ol Aublik.
@.2 Kerangka Pemikiran
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£ Prisgunanto, Ilham. 2017. Aplikasi Teori dalam Sistem Komunikasi di Indonesia.
JakartaPréhadamediaGroup.https://books.google.co.id/books?id=APeODWAAQBAIJ&pg=PA108&
hI=id&soﬁrce=gbs_seIected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false. Diakses pada tanggal 14

Novembm:'2022
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2 3
8 = .
.eDesain Penelitian
E. Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan sebelumnya, maka

jeni® penelitian ini adalah kualitatif, dimana deskriptif kualitatif jenis

puq 1Bunpuii

penglitian yang menjelaskan kedalaman penelitian untuk disajikan lengkap

-Bue

engenai setting sosial atau untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai

Buepu

suafth fenomena atau kenyataan sosial atau menghasilkan gambaran akurat
tentgpg sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau
hub@@gan serta dapat memberikan gambaran lengkap, menyajikan informasi
dasag akan suatu hubungan, mengklasifikasikan subjek penelitian,
menjelaskan tahapan atau proses serta menyimpan informasi mengenai subjek
penelitian  penemuan-penemuan dihasilkan menggunakan wawancara,
observasi, dan dokumentasi.*?

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk
menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau
keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak bisa dijelaskan, diukur atau

digapbarkan melalui pendekatan kuantitatif.*

Melalui pendekatan penelitian
ini,%naka dapat dipaparkan secara mendalam analisa peran government
relafions, sebab penelitian bidang kehumasan erat kaitannya dengan dialog
dan gnengetahui mengenai suatu hubungan yang dijalin yang juga berkaitan

(o}
dengan tujuan dari penelitian kualitatif itu sendiri.**
=]

JAI

Penulis menggambarkan bagaimana kegiatan government relations

yanédilakukan oleh humas pemerintah dalam mensosialisasikan program jaga
S

desa);hdan juga penulis melakukan pengamatan terhadap setiap kegiatan humas

pemgrintah dalam melakukan pendekatan dan juga penyuluhan tentang

-

# Rakhmat, Jalaludin. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda

Karya. H%’.ZS. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2021

# Anwar Hidayat, Penelitian Kualitatif: Penjelasan Lengkap, Statistikan, 2012 .

http://wwwi.satatistikan.com/2012/10/penelitian-kualitatif.ntml. Diakses pada tanggal 2 Agustus
2021 A

ﬁ Anwar Ilmar Adawiyah, Sa‘diyah El, Ningrum, Diah Safitri, Ramadhan, _Pemanfaatan

Pola Man:‘zjemen Krisis Government Relations Di Industri Hulu Migas®, 8.2 (2012), 1-9..
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Program Jaga Desa dengan cara melakukan wawancara dengan informan-
énfo%an yang telah dipilih dan penulis mengumpulkan data dan informasi

Sdarifihak instansi dan meneliti fakta yang ada di lapangan.

5
.%Lok%& dan Waktu Penelitian

% ; Penelitian ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau di JI. Jend.
a8Sudirman, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau
‘2:2815:1. Waktu Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 01 Juli sampai dengan
£30 September 2022

: Sungper Data Penelitian

1. ﬁata Primer
g Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tangan
pertama subjek penelitian atau responden atau informan yang telah dipilih
oleh peneliti. Yaitu data yang diperolen dari sumbernya melalui
wawancara dihimpun langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh
lembaga yang bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data ini dapat berbentuk
opini subjek secara individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap
karakteristik benda, kejadian, dan hasil pengujian tertentu.*
Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan atau

no

kumentasi dari pihak lain seperti dokumentasi yang diterbitkan oleh

IRy 23e

media. Secara tidak langsung data yang digunakan melalui media

Pl

perantara yang berupa bukan pengolahnya tetapi dimanfaatkan dalam
%Jatu penelitian tertentu. Data sekunder umumnya berbentuk catatan atau
l:é.poran data dokumentasi oleh lembaga tertentu yang dipublikasikan.*®
iaitu data ini diperoleh oleh peneliti dari media komunikasi seperti media
$0sial, internet, koran, majalah, pamflet, dan lain sebagainya sebagai data
szekunder.

eAG U

"
£ Ruslan, Rosady. 2003. Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi. Jakarta:

PT RajaGFafindo Persada. Hal.132

& Djam‘an dan Aan Komariah Satori. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:

PT Alfabgfa. Hal 48
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. Teknik Pengumpulan Data

T

Buepun-6uepun 1Bunpuiqg eydin

no

ek@k pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan :

Qbservasi
g. Observasi bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan implementasi

government relations dalam mensosialisasikan Program Jaga Desa.
ébservasi dilakukan didalam maupun diluar lembaga pemerintahan
ééngan mengamati  kegiatan humas pemerintah tersebut dalam
mensosialisasikan program yang telah dibuat oleh Kejati.
ccn Pada penelitian ini menggunakan observasi partisipan, dikarenakan
%eneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan menjalin hubungan baik
f@overnment relations) dengan pemerintah, disini peneliti bisa melihat,
%encatat dan mendokumentasikan bagaimana proses kegiatan dan cara
melakukan hubungan yang baik dengan pemerintah desa maupun
hubungan baik dengan masyarakat sebagai bukti konkrit untuk
menganalisis data.
Wawancara

Wawancara ditujukan kepada sumber data yang terlibat dalam
pelaksanaan implementasi government relations, sebagaimana yang telah
dipilih peneliti sebagai informan. Wawancara dilakukan secara terbuka
gjmana informan mengetahui pewawancara sebagai peneliti. wawancara
ﬁ'lendalam (in depth interview), dilakukan untuk mengetahui dan untuk
%elengkapi data upaya memperoleh data yang akurat dan sumber yang

g.pat.47
Penulis menggunakan teknik sampling purposive untuk

SI9A

et

Aenentukan informan dalam penelitian ini. Purposive sampling adalah
Salah satu jenis pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif. Purposive
gcgmpling berarti peneliti memilih sampel berdasarkan pengalamannya atau
Ex’engetahuan dari kelompok untuk menjadi sampel. Maksudnya, peneliti

@enentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tetapi

‘A Ditha Prasanti, _Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam

Pencarialﬁ_lnformasi Kesehatan, LONTAR: Jurnal llmu Komunikasi, 6.1 (2018), 13-21 .
https://do.uZorg/10.30656/Iontar.v6iI.645. Diakses pada tanggal 20 April 2021
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ditentukan sendiri oleh peneliti. Pengambilan sampel berdasarkan
@nilaian peneliti siapa-siapa saja yang pantas memenuhi persyaratan
fintuk dijadikan sampel.*®

T@okumentasi

® Dokumentasi adalah setiap pembuktian yang didasarkan atas jenis
g_;mber apapun, baik itu yang bersifat foto/gambar, tulisan, lisan, atau
é’:CT-keologi.49 Dokumentasi ini berupa data-data historis, dokumen-dokumen
perusahaan, struktur organisasi, historis, geografis, dan yang berkaitan
&’engan penelitian, ini dapat dimanfaatkan untuk merekam kegiatan yang

(7))
digunakan untuk menganalisis data.

2
Infgrman Penelitian

Informan penelitian adalah perseorangan atau anggota kelompok yang

dapat memberikan informasi penting.
1.

Key informan atau informan kunci merupakan orang yang sangat
memahami permasalahan yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini yang
dimaksud informan kunci adalah Kepala seksi sosial, budaya dan
kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut seksi B di Bidang Intelijen
I(gejaksaan Tinggi Riau yang bernama Ali Rahim. yang mengelola dan
gbhenghandle seksi B dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
;Eégiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang
siosial, budaya dan kemasyarakatan. Tupoksi di bidang B sosial, budaya
@n kemasyarakatan diantaranya meliputi sektor pengawasan peredaran
%:lrang cetakan dalam negeri, pengawasan peredaran impor barang
étakan, pengawasan sistem pembukuan, pengawasan media komunikasi,
E\?ngawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat,
épncegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, ketahanan budaya,

@gmberdayaan masyarakat desa, pengawasan organisasi masyarakat, dan

el

% Rosifa, _Sampling Purposive (Pengumpualan Data), Kompasiana, 2015. Diakses pada

tanggal 6/Agustus 2021

% Gunawan, Imam. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik. Jakarta:

PT Bumi::Ziksara. Hal.160
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lembaga swadaya masyarakat, pencegahan konflik sosial, ketertiban dan
ﬁ;%tentraman umum serta pembinaan masyarakat taat hukum.

faforman Pendukung merupakan orang yang mendukung memberikan

no

Eﬁormasi terkait penelitian ini. Adapun informan pendukung saya dalam
g\enelitian ini adalah staff seksi sosial budaya dan kemasyarakatan bidang
'%_telijen Kejaksaan Tinggi Riau yang bernama Deby Arlindi, yang
@rnama Syahrial, Kasubsi Penkum bidang intelijen Kejaksaan Tinggi

Riau yang bernama Desmirza Hanum, dan juga Staff bidang intelijen

Buepun-Buepun 16unpug e3did yeH

)
lvﬁ)ejaksaan Tinggi Riau yang bernama Sumitya. yang memberikan
fhformasi tentang Kejaksaan Tinggi Riau serta memberikan data-data

dbkumen yang peneliti butuhkan.
0]

Valﬁjitas Data

Setelah penelitian dilakukan maka selanjutnya perlu dilakukan
validitas atau pengujian dan pemeriksaan keabsahan data. Validitas yang
peneliti gunakan yaitu triangulasi data. Triangulasi adalah cara menganalisis
jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber
data lainnya) yang tersedia, jawaban subjek di cross-check dengan dokumen
yang ada. Menurut Dwidjowinoto dalam Rachmat Kriyantono ada beberapa
mao;fm triangulasi, yaitu>";

®

Adapun jenis-jenis triangulasi adalah pertama triangulasi teori,

eIs]

Penggunaan berbagai perspektif untuk menafsirkan sebuah set data.

I

Peng':gunaan beragam teori dapat membantu memberikan pemahaman yang
IebiE-baik saat memahami data. Jika beragam teori menghasilkan kesimpulan
anali&es_is sama, maka validitas ditegakkan. Kedua triangulasi sumber, peneliti
merﬁgunakan berbagai jenis sumber data dan bukti dari situasi yang berbeda.
Ada;cé sub jenis yaitu orang, waktu dan ruang. Orang, data-data dikumpulkan
dari_gbrang-orang berbeda yang melakukan aktivitas sama. Waktu, data-data
dikénpulkan pada waktu yang berbeda. Ruang, data-data dikumpulkan di

V)
tempat yang berbeda. Ketiga triangulasi metode, Pemeriksaan konsistensi

L ]
%_ Kriyantono, Rachmat. 2009. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group. Hal.70.

-~
)
e



AV VYSAS NIN

I,U

B

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

b

D{]\_ 38

1t

?

)

:Jaquins ueyingaAusw uep uesjwnjuedsusw edug) Ul sin) eA1ey yninjes neje uelbeqes diynbusw Buele|q -}

temuan yang dihasilkan oleh metode pengumpulan data yang berbeda seperti
ipen@abungan metode kualitatif dengan data kuantitatif atau melengkapi data
(2]

i’wav@gincara dengan data observasi. Hasil survei, wawancara dan observasi,

pél dibandingkan untuk melihat apakah hasil temuan sama. Jika kesimpulan

npu ia e

:darlmmasmg—masmg metode sama, maka validitas ditegakkan.”® Dalam

16

englman ini penulis menggunakan hasil triangulasi dari sumber atau

narﬁumber membandingkan hasil wawancara dan dokumen yang ada, dan

un-6uepu

§

en@andmgkan dari dokumen yang ada dengan pengamatan dilakukan.

Bue

Penéfiti lakukan dengan jalan pertama, peneliti mengajukan berbagai macam
vari?@ pertanyaan. Kedua, peneliti melakukan pengecekan dengan berbagai
sumBer data. Ketiga peneliti melakukan pemanfaatan berbagai metode agar
kepgrcayaan data dapat dilakukan.

. Teknik Analisis Data
Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari beberapa alur
kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yang membagi langkah-langkah
dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data
(data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display),
dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions) adalah sebagai
berikut™:
1. E)Eengumpulan Data
:T Pengumpulan data berupa hasil wawancara, hasil observasi, dan
Eerbagai dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan permasalahan
émelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui
pencarian data selanjutnya.
2. Reduksi Data

Sebagai  proses pemilihan, pemutusan perhatian  pada

jo K3

genyederhanaan pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus

2021

https://tu.laporanpenelitian.com/2014/11/22.html. Diakses pada tanggal 16 Agustus

Jugdg u

# Moleong, Lexy J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja

Rosdaka@a Offiset. Hal.330

ghttp /leprints.ums.ac.id/12946/4/BAB_I11.pdf. Diakses pada tanggal 9 September 2021
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menerus selama proyek berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.
geduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,
fhenggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan
@engorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-
kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
éenyajian Data
~ Rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan
pset dapat dilakukan untuk menemukan pola-pola bermakna serta
&emberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta
%emberikan tindakan. Sajian data berupa narasi kalimat, gambar atau
gkema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.
genarikan Kesimpulan

Adalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.
Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.
Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam
pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada
catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan
menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran
diantara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif
%au juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan
&Iam seperangkat data yang lain. Berdasarkan langkah-langkah yang
ailakukan dalam pengolahan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini
@alah pengolahan data kualitatif metode interaktif yaitu mengumpulkan
Qata, mereduksi data, menyajikan data dan melakukan verifikasi dijelaskan
ééngan kalimat sehingga data yang diperoleh dapat dipahami maksud dan
%aknanya.
»n
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BAB IV
GAMBARAN UMUM

&3eH o

ah Singkat

di

~ Kejaksaan Tinggi Riau adalah jajaran Kejaksaan RI yang memiliki

e

aerah tugas di wilayah Provinsi Riau. Instansi yang berkantor di JI. Jenderal
udigman No. 375, Pekanbaru, dan telpon 0761-29677. Kejaksaan Tinggi ini
erdg atas satu Kejaksaan Negeri Tipe A (Kejaksaan Negeri Pekanbaru),

sepuluh Kejaksaan Negeri Tipe B (Kejaksaan Negeri Rengat, Dumai,
c

Bengikalis, Tembilahan, Bangkinang, Pasir Pangaraian, Siak Sri Indrapura,

TeIL% Kuantan, Pangkalan Kerinci, Ujung Tanjung dan satu cabang Kejaksaan

Neg@ri (Cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis di Selat Panjang).

Tentang Kejaksaan

1.

Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik  Indonesia yang selanjutnya  disebut
Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan
negara di bidang penuntutanserta kewenangan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Tugas Dan Fungsi
a. Kejaksaan mempunyai tugas, yaitu:

Melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan
tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan

pembangunan di bidang hukum.

T ISIJATU() dIWe]

Dalam melaksanakan tugas Kejaksaan menyelenggarakan fungsi,

yaitu:

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian
bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum

yang ditetapkan presiden;

nery wisey juredg uej|
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2. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan

manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta
pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung
jawabnya;

Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif
yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan
intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum,
pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan
hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan
hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum,
menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan
negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden;

Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau
tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan
penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau
disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain,
lingkungan atau dirinya sendiri;

Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi
pemerintah di pusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun peraturan perundang-
undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta
pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait
atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan dituntut mampu

mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran

berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan

kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang

hidup dalam masyarakat.

nery t
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Pelaksanaan kekuasaan negara oleh Kejaksaan diselenggarakan oleh:
1. Kejaksaan Agung;

2. Kejaksaan Tinggi; dan

3. Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan ~ Agung, Kejaksaan  Tinggi dan Kejaksaan
Negeri merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU
No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.l., Kejaksaan sebagai salah satu

Buenun-Buenun iIBunouiin eaadin yeu

lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan
supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi
manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di
dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara
yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus
melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat
2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh
Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala
Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga
Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam
pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi
filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta
juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga,
Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis),
karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus
dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah
menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi
pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam

perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan

nery t
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Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata

>

dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai

¢
Epelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum
éserta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan
o)
c
éUndang-Undang
Cc
.8VisiDan Misi
S:Kejaksaan Tinggi Riau memiliki visi dan misi sebagai berikut:
51, Visi
@’ ¥
G Menjadi lembaga penegak hukum yang modern, berintegritas,

;rofesional dan akuntabel dalam mewujudkan supremasi hukum di
Py
Indonesia.

e |
Misi

a.

nery wisey JiredAg uejpng jo AJIRWATU) dTUR]S] dje}§ T

Meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan Tinggi Riau dalam
pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas dan
kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana penanganan
perkara perdataan Tata Usaha Negara, serta nilai-nilai kepatuhan
dalam rangka penegakan hukum.

Mewujudkan peran Kejaksaan Tinggi Riau dalam hubungan
internasional, kerjasama hukum, dan penyelesaian perkara lintas
negara.

Mewujudkan aparatur Kejaksaan Tinggi Riau yang modern,
berintegritas, profesional dan akuntable guna menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas pokok.

Melaksanakan pemahaman dan penataan kembali struktur organisasi
Kejaksaan Tinggi Riau, pembenahan informasi manajemen terutama
mengimplementasikan program quickwins agar dapat segera diakses
masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan aparatur
Kejaksaan Tinggi Riau jangka menengah dan jangka panjang tahun
2025, menertibkan dan menata kembali manajemen keuangan, akan
peningkatan sarana dan prasarana serta optimalisasi penerapan
Teknologi Informasi (TI).
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)

e. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Kejaksaan Tinggi

g g Riau yang bersih dan bebas Kkn melalui reformasi mental dalam
g . pelaksanaan tugas dan wewenang

.%Desgrlpa Singkat Kejaksaan

% ; Kejaksaan R.l. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan
gnegéﬁ, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang

6

&dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung

pu

gyanidipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung,
Kejgksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara
khu?usnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan
yang?utuh yang tidak dapat dipisahkan.

° Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang
menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.l., Kejaksaan
sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan
dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum,
penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI
sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang
pen@tutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara
mergeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh
kek@saan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

z Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh
Jaks;a'- Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala
Badgn Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap
provgﬁsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga
mer@syaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan
pera% strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan
bergc:éka di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses
pemf”_é.riksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan
kep%usan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali

pros§s perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat

nery
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menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak
%erogsarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.
5 Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi

= eI%sana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam

|6unpu_éq eydin

perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan

TataiUsaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata

uepun

mdan;Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai

un

apelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum

Bue

sertg’ melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan
w
Undang-Undang.

Gambar 4.1
Logo Kejaksaan Tinggi Riau

nery

] dTwe|sy 3jeis

=
Aou

intang bersudut tiga

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha

JISId

Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan
ngIah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai
gndasan kejiwaan warga Adyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

2. Pedang

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk

embasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

nery wisey yie
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Timbangan

g Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh
fhelalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

gadi dan Kapas

o Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran
ygtgng menjadi dambaan masyarakat.

S;%loka ”Satya Adi Wicaksana”

=z Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan
ﬁﬁihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:
%atya . Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan
¥ang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada
gesama manusia.

Adi : kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama,
bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap
keluarga dan terhadap sesama manusia.

Wicaksana : Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya
dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

Makna tata warna

® Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung
g‘alam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.

Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan

Zure[s]

ngejaran/pengraihan cita-cita.

<tur Organisasi

;}SJa%wn

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun

2021tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-
006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI berikut

Strul{tur Organisasi Kejaksaaan Tinggi Riau :

nery wisey jireig
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Gambar 4.2
Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Riau

A

N3 JE U1 ApT 2018
1965070513931 04001

WAKIL KEPALA KEJAK SAAN TINGGI

HUTAMA WISHU, S8, M
i Jks 31 Marst 2617
1983 MZ218E8031001

KODRDINATOR
KABAG TATA USAHA

‘TERDARAT ¢ KOORDINATOR
astall 5
m

i
DAID PUJARUSUMA, SH
a1 2gril 2014
19660217 1957031001

— ] —
PARARIOELD WSHANTO, 3 B, TRISOK, S D2AKIYUL FIKR, S M TETY SYAN, SHAH
. - . e ' Juz 01 O 2018 3 s 01 e 201 b 2 01 Apri 2015 VI e 23 Okoner 2017
Pt bt e bt $EE01031983021001 157003204382034001 13701126155011001 135506051383032004
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Tugas-Tugas Divisi Yang Ada Di Kejaksaan Tinggi Riau

1.

Kepala Kejaksaan Tinggi

Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas yaitu :

nery wisey juredAg ugjng jo£3rsIagyun drwe[sy ajeis,,

Memimpin dan mengendalikan  Kejaksaan Tinggi  dalam
melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan,
melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa membina
aparatur Kejaksaan di daerah hukum kejaksaan Tinggi agar berdaya
guna dan berhasil guna.

Mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan
keadilan baik preventif maupun represif dan tindakan lain.

Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksanaan
tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain.
Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan
instansi  terkait meliputi  penyelidikan  dan penyidikan serta
melaksanakan tugas-tugas yustisial lain.

Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat

dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke atau keluar
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meninggalkan ~ wilayah  kekuasaan negara Republik Indonesia,
peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu  ketertiban
umum, penyalahgunaan penodaan agama serta pengawasan aliran
kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan
negara.

Melakukan tindakan hukum dibidang perdata dan tata negara,
mewakili pemerintah dan negara di dalam diluar pengadilan sebagai
usaha menyelamatkan kekayaan negara.

Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan
organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang
timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya.

Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan

melaksanakan tugas-tugas lain.

Wakil Kejaksaan Tinggi

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas yaitu :

a.

PiS jo A31s19ATYEN dTWR]S] A3eiS

TBAG uey

I

Membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam membina dan
mengembangkan organisasi dan administrasi sehari-hari serta tugas-
tugas teknis operasional lainnya agar lebih berdaya guna dan berhasil
guna.

Membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas para Asisten, Kepala Bagian Tata Usaha dan
Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya.

Mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal Kepala Kejaksaan
Tinggi berhalangan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala
Kejaksaan Tinggi dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk

Kepala Kejaksaan Tinggi

isten Bidang Pembinaan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas manajemen,

rencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana,

@ngelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana,

ﬁengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya,
=]

nery v
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pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan
gknologi informasi, memberikan dukungan pelayanan teknis dan
gdminstrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan tinggi
gersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

® Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal
5_97 Perja nomor 009 tahun 2011, Asisten Bidang Pembinaan
%enyelenggarakan fungsi :

penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan
berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis.

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan kerjasama

seluruh satuan kerja di bidang administrasi.

8ElY BySNS MIN

penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam
penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana,
pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya.

d. pembinaan manajemen, organisasi tatalaksana, analisis jabatan,
jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan dan pengelolaan
keuangan, kepegawaian, perlengkapan perpustakaan, dan milik negara

yang menjadi tanggung jawabnya;

®. pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas
% kepribadian aparat Kejaksaan.

3. melaksanakan pembinaan manajemen terhadap pengelolaan data dan
;- statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi
g_ informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

ésisten Intelijen

é’ Asisten Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan
%empunyai tugas dan wewenang :

Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan
penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna
mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di
bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya,

pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap

nery wisey juieAg ueipng
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orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan
ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata
dan tata usaha negara di daerah hukumnya.

Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas
dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi
serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.
Asisten Bidang Intelijen dipimpin oleh seorang Asisten Intelijen yang
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 516 Perja nomor 009 tahun 2011, Asisten Bidang Intelijen

menyelenggarakan fungsi :
QO

Q.

2

nery wisey Juredg yeiyng jo AJIsIaAryg dIwe[sy 3jeis

perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan
berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan di
bidang intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan dengan bidang terkait;

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan
operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan
penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik
preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan, pemulihan
keuangan negara dan perekonomian negara, kinerja tindak pidana
umum;

pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga
negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga
lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan
pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan
penanggulangan tindak pidana;

pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana,
sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada
pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah

serta elemen masyarakat lainnya;
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Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan
operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan
penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik
preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan
media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran
kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran
keagamaan,  kepercayaan-kepercayaan  budaya,  mistik-mistik
keagamaan, mistik-mistik  budaya, perdukunan, pengobatan
pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-
she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat
dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan
agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan
keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi
manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, serta
pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan
dan bidang pengawasan

Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan
operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan
penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik
preventif maupun represif dalam rangka menyelenggarakan
persandian, administrasi dan produksi intelijen

Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan
penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum
masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar
lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah,
pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan
Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk
mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai
petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional
dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi

serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan
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Pengamanan teknis dan non teknis di lingkungan unit kerja Asisten
bidang Intelijen terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja bidang
intelijen dan unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Tinggi,
meliputi  sumber daya manusia, material/aset, data dan
informasi/dokumen  melalui  kegiatan/operasi intelijen dengan
memperhatikan prinsip koordinasi

Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga
pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan
organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen
lainnya di tingkat provinsi

Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan
pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan

Tinggi.

Asisten Bidang Tindak Pidana Umum

a.

nery wisey] jireAg uejjng jo A3ISIaAru dDIWRIS] 333§

Asisten Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas
melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan,
penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan
terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan,
pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan
tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum;

Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dipimpin oleh Asisten Tindak

Pidana Umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 532 Perja 009 tahun 2011, Asisten Bidang Tindak Pidana

Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana
umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian
bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;

b. perencanaan, pelaksanaan dan  pengendalian  kegiatan
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara

tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum,
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tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana
umum yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana;

c. pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan
pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat,
pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan
lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak
pidana umum serta pengadmintrasiannya;

d. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta
pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan
perkara tindak pidana umum kepada penyidik;

e. penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan

nely e)xsng NiN Y!iw ejdio yeq @

hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan
masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;

f. pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan
integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum
kejaksaan tinggi yang bersangkutan;

g. pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang
kejaksaan di bidang tindak pidana umum.

Asisten Tindak Pidana Khusus

Asisten Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan

giatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan

eIl 23e3

tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, putusan pengadilan

I

;gemg telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan
%‘rhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan lepas bersyarat
éan putusan pidana pengawasan, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya
galam perkara tindak pidana khusus.

» Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal
4 perja 009 tahun 2011, Asisten Tindak Pidana Khusus
enyelenggarakan fungsi :

3 uensg

Penghimpunan data laporan dari  Kejaksaan  Negeri
pengadministrasian, penelitian dan pengolahan serta penyiapan
laporan;

nery wisey jigek
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Perumusan kebijaksanaan teknis dan adminstratif untuk kepentingan
pemberian bimbingan dan pengendalian kepada eselon bawahan
dalam penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana khusus
serta penyusunan statistik kriminal dan analisis kriminalitas;
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyidikan penuntutan,
eksekusi dan eksaminasi terhadap tindak pidana khusus,
pengadminstrasian dan pendokumentasian serta penyusunan statistik
kriminil dan analisis kriminalitas yang bertalian dengan tindak pidana
khusus;

Penyiapan konsepsi bahan pertimbangan rencana pendapat dan saran

untuk kepentingan penyusunan Kkebijaksanaan pimpinan mengenai

nery eysns NiN AW gidiojeH © o

pelaksanaan tugas

®

Kejaksaan dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana

khusus;

f. Pengamanan teknis atas penanganan perkara sesuai dengan
kebijaksanaan dan pengarahan yang digariskan oleh Jaksa Agung,
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Kepala Kejaksaan
Tinggi yang bersangkutan.

isten Bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Asisten Bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah

As
V)
-
(4]
—
2]

gAsur pembantu pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan dan atau

41

glengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan
gmdakan hukum lain kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan
masyarakat di bidang perdata, tata usaha negara serta melaksanakan
E;emulihan dan perlindungan hak, menegakkan kewibawaan pemerintah
Ean negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

;C;; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
§53 Perja nomor 009 tahun 2011, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha
é‘&egara menyelenggarakan fungsi :

Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian
bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis di bidang perdata dan

tata usaha negara;

nery wisey jige
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Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penegakan, bantuan,
pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain, baik
sebagai penggugat maupun tergugat untuk mewakili kepentingan
negara, pemerintah, bumn, bumd di dalam maupun di luar pengadilan
serta memberi pelayanan hukum kepada masyarakat;

Pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan
pengadilan, gugatan ganti rugi untuk menyelamatkan kekayaan
negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara;
Pembinaan kerja sama, koordinasi dengan instansi terkait
memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan
perkara perdata dan tata usaha negara di daerah hukum kejaksaan

nery XSRS NIN NG e1d19 %eH O o

tinggi yang bersangkut;

®

Penyiapan bahan saran, konsep pendapat dan pertimbangan hukum
mengenai perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lainnya
dalam kebijaksanaan penegakan hukum;

f. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas
aparat perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan
Tinggi yang bersangkutan.

isten Bidang Pengawasan

Asisten Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan

As
V)
-
(4]
—
1]

perencanaan dan pengawasan atas Kinerja dan keuangan intern semua

41

Ensur Kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun
gabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang
éersangkutan, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
énugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan
&érundang-undangan.

%alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562 Perja
pomor 009 tahun 2011, Asisten Bidang Pengawasan menyelenggarakan
Engsi :

- Penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan serta

laporan pelaksanaannya;

nery wisey
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Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan terhadap
satuan-satuan kerja pada kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri dan
cabang kejaksaan negeri di daerah hukum kejaksaan tinggi yang
bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan
kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan
dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang
dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai kejaksaan pada
kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri maupun cabang kejaksaan negeri
di daerah hukum kejaksaan tinggi yang bersangkutan, yang terbukti
melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;

Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai kejaksaan pada kejaksaan
tinggi, kejaksaan negeri maupun cabang kejaksaan negeri di daerah
hukum kejaksaan tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil
pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi
setelah mendapatkan persetujuan jaksa agung;

Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap
petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada
satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan kejaksaan tinggi yang
bersangkutan;

Pelaksanaan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan
rencana dan program Kerja, program Kkerja pengawasan tahunan
maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan;

Pelaksanaan pembinaan peningkatan kemampuan, keterampilan dan
integritas kepribadian aparat pengawasan di daerah hukum kejaksaan
tinggi yang bersangkutan;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala kejaksaan tinggi
sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang

pengawasan;
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khusus yang dilaksanakan berdasarkan

Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
kepala kejaksaan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran

Pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengawasan terkait.

disiplin dalam penanganan perkara;

Melakukan eksaminasi

undangan;

= © Hak cfpta milikcUIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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/\ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u__.-:mv 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
<) (=
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.eKeshmpulan
g‘ E’ Berdasarkan hasil penelitian dari Implementasi Government Public
EéReI@ions Kejaksaan Tinggi Riau dalam Mensosialisasikan Program Jaga Desa
Q.
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disie%pulkan bahwa untuk penemuan fakta/pembuktian kebenaran Kejaksaan

-Bue

inggi Riau melakukan monitoring dari laporan pengaduan masyarakat di

Buepu

PTSCP Online (website), atau datang langsung, telepon, wa center, email,
faksimile. Pembuktian kebenarannya saat dilakukan sosialisasi program jaga
desa?u_di Kejaksaan Tinggi Riau dengan pemaparan oleh narasumber dari
Kejﬁ(saan Tinggi Riau sesuai dengan tema. Kejaksaan Tinggi Riau
membangun koalisi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan
sosialisasi program jaga desa namun untuk menjangkau seluruh Kepala Desa
di Riau rasanya tidak mungkin, kemudian Kejaksaan Tinggi Riau
distribusikan dengan Kejaksaan Negeri setempat.

Kejaksaan Tinggi Riau melakukan lobi secara langsung melibatkan
staf pemerintahan untuk mendukung program dan diikutsertakan dalam
pro@m agar program lebih dapat dipahami. Sedangkan lobi secara tidak
langSung yakni menghubungi staf pemerintahan untuk membicarakan
proq:Tam. Pada tahap kegiatan langsung ke komunitas (akar rumput) Kejaksaan
Tin@éji Riau biasanya melakukan komunikasi yaitu berbicara langsung dengan
maszarakat melalui panggilan telepon, SMS, email. Alat komunikasi
mas%gnya seperti TV dan radio. Dengan demikian tujuan utamanya adalah

untu;':z mendorong masyarakat mendukung sosialisasi program jaga desa.

LY

N
Sar&n

G uej

Berdasarkan dari hasil kesimpulan tentang Implementasi Government
Pubﬁc Relations Kejaksaan Tinggi Riau dalam Mensosialisasikan Program

Jagaibesa, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

nery wise
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Untuk Kejaksaan Tinggi Riau agar lebih detail dalam pemberian fakta

&

UIN SUSKA RIAU

gkatkan lobi secara langsung agar staf pemerintahan lebih terlibat

pada publik.
Kejaksaan Tinggi Riau dalam mensosialisasikan program jaga desa

rld-menin

ptg milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

alam program dan lebih dapat dipahami.

an Hata ke
T
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2

(<5}
I.mux Cipta U.mu_,.:am_mu_mm Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Kejaksaan Tinggi Riau?

Sya@nal

. Jika masyarakat memiliki/mengetahui informasi adanya maupun

bukti adanya suatu peristiwa tindak pidana korupsi maupun
pelanggaran etik/delik oleh oknum Kejaksaan, jangan ragu untuk
melaporkannya ke Kejaksaan Tinggi Riau melalui berbagai
sarana komunikasi online/offline yang telah disediakan.
Kerahasiaan identitas pelapor terjamin sepanjang pelapor tidak
mempublikasikan laporannya.

C il -
=} =
8% o/l
_\/ﬂ PEDOMAN WAWANCARA
- T
oo [jagnplr@n |
5 O
§ C;Dj § g.Pen;‘les : Bagaimana proses penemuan fakta dan data untuk sosialisasi
Q a g
?; % 3 gprogramjaga desa di Kejaksaan Tinggi Riau?
O 0O a
% %‘é_éAh ®Rahim : Pertama, kami dalam proses penemuan fakta dan data itu dari
WESET
’gé 8 g ?_- laporan pengaduan masyarakat (lapdumas) kepada Kejaksaan
D ) =
§ESC3 ol Tinggi Riau melalui surat, PTSP Online (website) atau datang
= > &
g% gé o langsung, telepon, wa center, email, faksimile.
) (=7
§§'&.QPenﬁlis : Seperti apa laporan pengaduan masyarakat di Kejaksaan
=3 = N .
g ;D ::Z Tinggi Riau?
= é% Syah¥ial : Pertama, pengaduan disampaikan secara tertulis dengan itikad baik
=) —
= §§ E dan bertanggung jawab. Kedua, dilengkapi identitas pelapor
(it e . iy .
2 § 3. secara jelas yang terdiri atas nama, alamat lengkap, pekerjaan,
Coad
zZ=3 nomor telepon, fotokopi KTP, dll. Ketiga, uraian/kasus posisi
nY o
§8 § dugaan tindak pidana korupsi maupun delik/pelanggaran etik
[
2 §§ oleh oknum Kejaksaan selaku terlapor. Keempat, dilengkapi
7 § § dengan bukti-bukti permulaan yang sesuai. Kelima, dugaan nilai
[V
<= kerugian negara yang ditimbulkan maupun kerugian korban
=)
= = akibat perbuatan oknum Kejaksaan. Keenam, menyertakan
® w»
g% = sumber informasi dan kesediaan pelapor untuk datang guna
o -
2 = ; memberikan keterangan atas laporannya. Ketujuh, informasi jika
” Q
§ Z = kasus tersebut sudah/belum ditangani oleh penegak hukum.
> =3
g (?:; Y Kedelapan, laporan pengaduan wajib dirahasiakan.
g 3, Penglis : Bagaimana tindak lanjut penemuan data dari masyarakat ke
3
2
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6. Penslis
wn

: Bagaimana proses temuan data untuk melakukan sosialisasi
ro@am jaga desa?

li Rahim : Jadi, ada proses penemuan fakta dan data kemudian data ditelaah

yang mungkin akan kita bicarakan lebih lanjut setelah penemuan
data itu yang pertama menetapkan data dan sebagainya lalu
menyiapkan file, kemudian pengelolaan data dari laporan publik
itu kami melakukan apa yang dianggap dengan penemuan data di
media jadi kami punya proses monitoring media secara online
disana kami juga mendapatkan data-data secara periodik,
misalnya secara mingguan pada laporan apa yang sedang ramai
dibicarakan pada waktu itu di media kemudian di waktu tertentu
yang lagi ramai apa kemudian akan diekspos di depan Pimpinan.
Sebab kami ingin melihat agar penemuan fakta yang telah kami
sampaikan lebih tepat sasaran termasuk pembuktian kebenaran
ataupun program dan kebijakan pemerintah yang disampaikan
kepada publik kemudian dapat diterima masyarakat dengan baik.

: Bagaimana proses pembuktian kebenaran kepada publik
setelah ditemukannya data dari laporan pengaduan masyarakat
(lapgumas) di Kejaksaan Tinggi Riau?

Ali Eahim : Kami memonitoring isunya dulu melihat tendensinya positif atau

negatif kalaupun itu memang negatif kami akan meresponnya
menjawab misalnya katakanlah laporan pengaduan masyarakat
(lapdumas) di Kabupaten Kampar yang banyak dikeluhkan oleh
masyarakat dimedia itu akan kami koordinasikan dengan yang
mengampu Kkebijakan tadi, mereka akan menyampaikan tentang
kebijakannya, mengambil tindakan terkait penyelewengan dana

desa itu, bahkan dikembalikan dan sebagainya.

: Bagaimana cara Kejaksaan Tinggi Riau untuk memilah data-

datéyang didapat dari laporan pengaduan masyarakat(lapdumas)?

Ali Eahim : Perumusan fakta dan data tersebut yang akan kami angkat itu

nery wise

adalah data yang memang sedang hangat diperbincangkan dan
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membutuhkan respon langsung dari Kepala Kejaksaan Tinggi
Riau maka kemudian data tersebut yang akan kami ambil untuk
disosialisasikan. Perumusan kebijakannya kami melibatkan lintas
sektoral beberapa perangkat daerah tertentu yang mengampu
kebijakan tersebut. Nah itu yang kami ajak untuk merespon lebih
lanjut data-data tersebut, bisa melalui media sosial yang mereka
miliki kemudian juga berkoordinasi dengan kami, kemudian akan
kami sampaikan melalui media yang kami miliki.

Seperti apa langkah Kejaksaan Tinggi Riau dalam

merfganalisis data yang didapat?

Deb¥ Arlindi : Implementasi yang kami pahami disini ialah bagaimana
QO

<]

S| 23elg

Penglis

S Jo AjIs1aArupn)

Pentlis

e}

kemudian kami merumuskan data tadi mulai dari monitoring isu
dimedia melalui PTSP Online (website) yang kami miliki. Lalu
kemudian kami lakukan kajian baik kajian secara singkat untuk
melihat tendensi negatif ataupun positif dari data tersebut juga
respon lebih lanjut yang kami lakukan melibatkan tenaga ahli
ataupun akademisi  dibidang tertentu untuk kemudian
memberikan saran, memberikan opini tentang kebijakan apa yang
sebaiknya diambil oleh Kejaksaan Tinggi Riau mengenai fakta
dan data tersebut.

: Apa yang dikaji dalam sosialisasi program jaga desa itu?
=
Ali Rahim :

Sosialisasi Program Jaga Desa itu dilaksanakan dalam bentuk
mengkaji penemuan fakta/pembuktian kebenaran yang dianggap
sedang hangat diperbincangkan di masyarakat, kemudian data
tersebut disusun dalam satu file kemudian disampaikan kepada

publik dalam sosialisasi.

: Apa itu sosialisasi program jaga desa?

Desmirza Hanum : Sosialisasi Program Jaga Desa itu adalah sebuah forum

nery wisey jireig

diskusi antar government public relations untuk menanyakan dan
mengklarifikasi penemuan fakta dan data yang diangkat dan yang

sedang hangat diperbincangkan. Sosialisasi itu berhubungan
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11. Pendlis
wn

dengan Penkum (penyuluhan hukum). Biasanya itu dilakukan
setiap empat kali dalam sebulan, kadang tidak menutup
kemungkinan mau lima kali. Karena terkadang ada penemuan
data yang memang harus ditangani dengan sesegera mungkin
demi stabilitas”. Sosialisasi itu konsepnya seperti press
conference dengan satu moderator dan beberapa narasumber inti
sesuai dengan tema yang diangkat. Pada waktu itu tema yang
diangkat yaitu Program “Jaga Desa” Penguatan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.

: Siapa saja yang dibawa Kejaksaan Tinggi Riau orang-orang
pentihg untuk melakukan sosialisasi program jaga desa?

0]
Desmirza Hanum : Dalam forum Sosialisasi Program Jaga Desa itu, perangkat

terkait dibebaskan bertanya apapun sesuai konteks terhadap
narasumber yang memang dibidangnya. Dalam Sosialisasi
Program Jaga Desa itu, turut hadir waktu itu Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kepala Kejaksaan
Negeri (Kajari), dan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri dari
10 Kabupaten yang ada di Riau. Kegiatan itu dilaksanakan di
Aula HM Prasetyo, Gedung Satya Adhi Wicaksana.
Narasumbernya waktu itu dari Kejaksaan Tinggi Riau yaitu
Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Pak Jaja Subagja dan Pak Raharjo
Budi Kisnanto selaku Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau
yang memiliki data terhadap penemuan fakta dan data yang
diangkat dan sedang hangat diperbincangkan masyarakat dan

media.

: Apa fungsi dilakukannya sosialisasi program jaga desa oleh

Kejaksaan Tinggi Riau?

~
Ali ﬁahim : Agar forum sosialisasi Program Jaga Desa dapat berfungsi

nery wisey jrrek

sebagai sarana government public relations dalam merespons
penemuan fakta, maka penting bagi government public relations

untuk mendiseminasikan informasi yang dibahas dalam
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ksaan Tinggi Riau, seperti apa efektifitasnya?

sosialisasi Program Jaga Desa itu melalui berbagai kanal media.
Secara garis besar, government public relations Kejaksaan Tinggi
Riau menggunakan tiga saluran media dalam mendiseminasikan
informasi. Adapun medianya yaitu, media massa (media
relations), website dan media sosial.

Setelah digelarnya sosialisasi program jaga desa oleh

ya : Evaluasi lebih banyak kami lakukan di PTSP Online (website).

Karena untuk penemuan data lebih dominan dari laporan
pengaduan masyarakat (lapdumas) melalui PTSP Online
(website). Kalau di website kejati riau sendiri, memang lebih
banyak pemberitaan tentang kebijakan dan juga kegiatan-
kegiatan Kepala Kejaksan Tinggi Riau. Memang sebagian besar
data yang terdapat di website itu adalah data yang udah kita
angkat tadi kemudian diberikan respon kepada masyarakat. Peran
kami dalam mengimplementasikan program ini tadi, jelas kami
menganalisis temuan data itu lalu memberikan respon atas data
itu kemudian menyampaikannya kepada masyarakat, jadi saya
rasa itu cukup efektif dari hulu sampai ke hilir dari kami mulai
memonitoring temuan datanya lalu kami juga menganalisis data
kemudian kami juga meresponnya secara singkat juga teman-
teman jaksa di bidang intelijen ini kami berkoordinasi dengan
yang mengampu terkait kebijakan tersebut, setelah itu kami juga
mengolahnya lagi menjadi sebuah file, kemudian disampaikan ke
publik. Untuk strategi komunikasinya kepada masyarakat kami
menggunakan semua media sosial yang kami miliki yaitu
instagram, facebook, lalu media online yang kami punya yaitu
website kejati-riau.info yang merupakan media online yang aktif

setiap hari kami update beritanya.
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: Kejaksaan Tinggi Riau bekerjasama dengan siapa untuk
X T - -
me@oaahsa&kan program jaga desa?

(2]
SSyafrial : Kejaksaan Tinggi Riau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah

setempat. Karena menjangkau seluruh Kepala Desa se-wilayah
Riau agak sulit. Jadi kami distribusikan kepada masing-masing
Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Dan Alhamdulillah, karena
ada ketentuan yang harus dilaporkan selama ini laporannya lancar
bahwa setiap kegiatan ada dilaksanakan.

Bagaimana cara yang efektif dilakukan oleh Kejaksaan

(7))

Tinggi Riau dalam membangun koalisi?

Sumitya : Sebelumnya kami harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu,
QO

dilakukan dengan cara wawancara non formal kepada Pemerintah
Daerah setempat. Informasi yang kami butuhkan biasanya seputar
sejauh mana pemahaman Pemerintah Daerah setempat terhadap
masalah yang mereka hadapi, dan peluang apa yang mereka lihat.
Pembicaraannya juga gak perlu kaku. Contohnya dilakukan saat
coffee break, atau sedang makan bersama yang sifatnya non
formal. Untuk membangun koalisi yang baik dalam
mensosialisasikan Program Jaga Desa itu kami distribusikan
dengan Kejari setempat.

Dalam membangun  koalisi yang efektif untuk

mensosialisasikan program jaga desa, dengan siapa Kejaksaan Tinggi

Ria&bersinergi?

Syalrfgrial : Kejaksaan Tinggi Riau ingin dalam mensosialisasikan program jaga

neny wisey JireAg uejpng yo A3is

desa bersama-sama membangun koalisi dengan government
public relations Daerah setempat untuk mensosialisasikan
program jaga desa. Dikarenakan untuk menjangkau seluruh
Kepala Desa se-wilayah Riau agak sulit. Jadi Kejaksaan Tinggi
Riau distribusikan dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat

agar lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama.



AV VYSAS NIN

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

B

Penulis

g
6.

neje uelbeqgas diynbusw Buese|q -

Buepun-6uepun 1Bunpu

Nely eEXsSnS NIN 31w e}

. Penulis

desa ini?
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Siapa saja yang diajak Kejaksaan Tinggi Riau untuk

%er%ma-sama mensosialisasikan program jaga desa untuk segera
(2]

: i "
Stercdpainya tujuan bersama

E—’Ali}:{ahim . Persentase Dana Desa yang dikucurkan pemerintah, tahun ini

masih mencapai 36,52%. Itu masih belum mencukupi. Tentunya
hal semacam itu, menurut Ali Rahim, kalau tidak dikawal oleh
government public relations Kejaksaan Tinggi Riau dengan baik
akan menimbulkan ketakutan. Akibatnya, tentu harapan
masyarakat, harapan pemerintah agar dana desa itu dapat berjalan
dengan tepat sasaran. Oleh karena itu baik Kejaksaan Tinggi
Riau, perangkat desa, maupun pemerintah daerah setempat harus
bersama-sama memiliki pemahaman satu hati mensosialisasikan
program jaga desa harus berkoalisi. Jangan Kejaksaan Tinggi
Riau berjalan sendiri, Aparat Pemerintahan Desa berjalan sendiri,
Pemerintah Daerah berjalan sendiri, Pemerintah Pusat berjalan
sendiri, tidak menjadi satu kesatuan didalam mencapai tujuan.

: Apa tujuan regulasi dalam mensosialisasikan program jaga

Syafrial : Kejagung (Kejaksaan Agung) ingin agar setiap kantor Kejaksaan

yang ada di Kabupaten/Kota bisa menjadi tempat yang
bersahabat bagi masyarakat, tempat berkonsultasi Pemerintah
Desa untuk bersama-sama mensosialisasikan Program Jaga Desa
itu. Itu merupakan bentuk kontribusi penegak hukum terhadap
pelaksanaan pembangunan. Tujuan penegakan hukum berbeda
dengan industri. Kalau industri semakin banyak yang Kkita
hasilkan itu dikatakan berhasil. Penegakan hukum justru
sebaliknya kalau kita mampu menekan tingkat kejahatan dan
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat disitu dikatakan

penegakan hukum berhasil.
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18. Penulis : Bagaimana kegiatan langsung ke komunitas (akar rumput)
iyan%dilakukan Kejaksaan Tinggi Riau supaya masyarakat mendukung

(2]

Sprogram jaga desa ini?

5—’Sunﬁtya . Biasanya Kejaksaan Tinggi Riau melakukan komunikasi secara

5
g_ E’ langsung berbicara kepada masyarakat melalui SMS, panggilan
g ?_- telepon, email. Alat komunikasi massanya seperti TV dan radio.
%c i Dengan demikian tujuan utamanya adalah untuk mendorong
§ = masyarakat lebih terlibat dalam upaya mencapai tujuan Program
. Jaga Desa disosialisasikan.

9. Pen§1is : Bagaimana peran government public relations di Kejaksaan

Tinggi Riau?

Deb(; Arlindi : Sebelum melakukan sosialisasi Program Jaga Desa itu, kami
melakukan lobi yang sifatnya informal atau tidak resmi. Lobi
sangat dibutuhkan ketika Bidang Intelijen di Kejati melakukan

hubungan pemerintah untuk sosialisasi.

ousaw edue) 1ul sin} eAley gRIn@s neje uelbeqes diynbusw Buele|q *|

a

20. Penulis  : Apa pentingnya dilakukan oleh government public relations

Kejaksaan Tinggi Riau untuk sosialisasi program jaga desa ini?

Deby Arlindi : Manakala ditemukan data penyelewengan dana desa dari
laporan pengaduan masyarakat (lapdumas) itu, kami seksi B
sosial, budaya dan kemasyarakatan di Bidang Intelijen Kejati

melakukan lobi untuk dilakukannya sosialisasi Program Jaga

quins ueyjingakusw ueg

Desa.

N 9

1. Penulis : Siapa saja stakeholders yang dibawa Kejaksaan Tinggi Riau
untuk sosialisasi?
Ali Rahim : Pihak terkait yang kami lobi itu seperti Kepala Kejari, Kepala
Dinas PMD dan Kasi Intelijen Kejari setempat dari beberapa
Kabupaten yang ada di Riau untuk melakukan sosialisasi.
22. Penulis  : Bagaimana cara Kejaksaan Tinggi Riau melakukan lobi?
Deby Arlindi : Kami melakukan lobi itu secara non formal. Gak perlu kaku.
Misalnya kami menghubungi Kejari setempat untuk membahas

dan mendistribusikan sosialisasi program jaga desa. Bisa

nery t
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4. Penulis

dilakukan seperti pada saat coffee break, atau sedang makan
bersama. Kalau daerah yang jauh itu misalnya kami belum bisa
jangkau, kami akan lakukan panggilan telepon untuk

pendistribusian sosialisasi itu.

: Siapa sasaran Kejaksaan Tinggi Riau dalam melakukan lobi?
$Deby Arlindi : Sasaran Kejati dalam lobi adalah Pemerintah Daerah setempat.

Karena memang mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi
dalam daerahnya itu. Kemudian lobi kepada Kepala Kejari
setempat untuk melakukan sosialisasi.

Bagaimana praktik lobi yang dilakukan Kejaksaan Tinggi

Riau untuk sosialisasi?

:Jaquins ueyjingaAusw uep ueywnjuesuaw edue) Ui sin}

25. Penulis
Ali Rahim

nery wiste

Ali Rahim :

Pada praktik lobi itu misalnya agenda kami kunjungan ke
Kabupaten Kampar, kami mencoba berkoordinasi dengan Bupati
Kampar agar nantinya disampaikan ke seluruh Kepala Desa serta
Kelurahan. Karena berdasarkan hasil analisa dan evaluasi itu
terdapat di beberapa Kabupaten yang menjadi tersangka dalam
penggunaan anggaran dana desa. Termasuk salah satunya di
Kabupaten Kampar, dimana disitu terdapat fiktif. Yang hadir
dalam kunjungan kerja itu waktu itu Asintel Pak Raharjo Budi
Kisnanto, Humas Kejati Riau, Muspidauan, beserta rombongan
lainnya. Dan disambut oleh Kepala Kejari Kampar, Kepala
Inspektorat, Kepala Dinas PMD, dan Kepala Kesbangpol, dan
juga Kasi lingkup Kejari Kampar.

: Bagaimana cara Kejaksaan Tinggi Riau melakukan lobi?

. Misalnya kunjungan dengan Pemerintah Kabupaten Kampar di

hotel, restoran, kafe, dan sebagainya. Itu bisa diadakannya saat
makan siang atau bahkan makan malam bersama yang diisi
hiburan ringan. Melakukan dialog bersama yang diselingi diskusi
non formal di hotel berbintang, olahraga bersama atau kegiatan

lain yang juga bisa dimanfaatkan untuk sarana melakukan lobi.



‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

VY YNSAS NIN
()

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q I

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

)

:

:ni‘

>
fom
Eh

6. Penulis

qges diynbusw Buese
enun iIBunnuma eadi

»

27. Penulis

} U1 sin) eAsey ynu

N e

8. Penulis

:Jaquins ueyingakusu uep ueywnjul

29. Penulis

nery t

Bagaimana cara Kejaksaan Tinggi Riau mengatur tempat

untuk melakukan lobi?
Ali Rahim :

Suasana tempat harus tenang, mampu menciptakan suasana yang
positif. Privasi tempat harus terjaga suasana kebersamaannya,
suasana persahabatan, dan tidak membatasi sehingga suasana
nonformal yang akan kita ciptakan juga tetap terjaga.

Bagaimana cara Kejaksaan Tinggi Riau menentukan

keinginan pihak yang dilobi misalnya dalam perihal makanan atau
suasana tempat lobi?
Ali Rahim :

Perlu dilihat juga bagaimana kondisi fisik maupun psikis sasaran
kita, kemudian pertimbangkan lokasi tempat lobi berlangsung
dan pertimbangkan soal selera yang berhubungan dengan menu,

suasana, dan yang berhubungan dengan privasi.

: Bagaimana cara Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan waktu
dalam mengatur lobi?
Ali Rahim :

Lobi dilaksanakannya berhubungan dengan kegiatan Penkum
(penyuluhan dan penerangan hukum). Setiap berapa kalinya tidak
menentu karena tergantung urgensinya juga. Untuk menjangkau
lebih banyak Pemerintah Daerah itu kan tidak mudah ya. Kami
akan selalu mengusahakan untuk menjangkau lebih banyak
Kabupaten. Kebanyakannya sih kami menghubungi lembaga
terkait untuk membahas program. Kapan waktu yang tersedia
bagi orang yang akan dilobi itu pun juga harus kami konfirmasi

sebelum melakukan kunjungan.

: Siapa saja tim lobi yang terlibat dari Kejaksaan Tinggi Riau
dan dari sasaran lobi?

Ali Rahim : Tim lobi jumlahnya yang terlibat di dalam tim kita waktu

kunjungan ke Kampar itu Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau,
didampingi Asintel Pak Raharjo Budi Kisnanto, Humas Kejati
Riau, Kasi Intelijen Kejati Riau, beserta rombongan lainnya dari

Bidang Intelijen Kejati Riau”. Kalau sasaran lobi kita ketika itu
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desa ini?
Ali Rahim

Buenun-Buenun
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Kajari Kampar, Bupati Kampar, Sekretaris Daerah Kabupaten
Kampar, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas PMD, Kepala
Kesbangpol, dan juga para Kasi lingkup Kejari Kampar.

: Apa tujuan lobi dilakukan dalam sosialisasi program jaga

. Sebagai koordinasi dan sinergi sekaligus silaturahmi bersama

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar serta jajaran Kajari
Kampar. Dalam lobi ini pun kami berharap agar kita semua dapat
memahami, bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan ini
perlu bersinergitas dengan baik. Kegiatan itu sesuai dengan visi
dan misi Presiden Republik Indonesia bersama Kejaksaan serta
Pemerintah Daerah.
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ambar 1 : Wawancara di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau bersama Ali
ahim, SH.MH selaku kepala seksi sosial budaya dan kemasyarakatan

dang intelijen Kejaksaan Tinggi Riau.
Gambar:2 : Wawancara di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau bersama Deby

ArIindi@elaku staff sosial budaya dan kemasyarakatan bidang intelijen
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1-Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa @effan@mkan dan menyebutkan sumber: X

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Gambag-4 : Foto bersama staff bidang intelijen di Kejaksaan Tinggi Riau

ambar 3 : Wawancara di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau bersama
esmirza Hanum, SH selaku kasubsi Penkum di Kejaksaan Tinggi Riau
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1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini E:E :D:omichm: dan 3m:<mcc~xm: sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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ambar 5 : Wawancara di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau bersama Sumitya,
H selaku Staff bidang intelijen di Kejaksaan Tinggi Riau
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Gambai6 : Wawancara di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau bersama Syahrial,
SH selaku staff ketahanan budaya, pemberdayaan masyarakat desa,
pengawdisan Ormas & LSM, pencegahan konflik sosial, ketertiban &
ketentrgjman umum serta pembinaan masyarakat taat hukum bidang
intelijef.di Kejaksaan Tinggi Riau
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